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tabilitas dan kontinuitas kehidupan rumah tangga adalah tujuan

utama adanya pernikahan dan hal ini sangat diperhatikan syariat
% Islam. Oleh karena itu suami istri wajib berusaha memelihara

kelestarian ikatan pernikahan dan tidak merusaknya dengan
sekehendak hati apalagi oleh hal-hal yang sepele. Setiap hal yang
mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh
Allah Swt. Namun seandainya tujuan pernikahan tidak lagi dapat
tercapai karena sesuatu hal dan tidak memungkinkan lagi untuk hidup
bersama, maka Islam memberikan solusi yaitu menempuh jalan perceraian.

Namun demikian, perceraian tidak boleh dilakukan secara bebas
tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik seperti mengajaknya
dialog, memperhatikan kondisinya ketika ditalak dan lain sebagainya
yang menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki
kedudukan yang setara sehingga tidak boleh ada pihak yang terzalimi.
Suami tidak dibenarkan berlaku semena-mena dan masing-masing
pihak dinilai sejajar tanpa ada diskriminasi sedikit pun sehingga tidak
ada pihak yang superior dan inferior.

Namun sayangnya nilai-nilai kesetaraan ini belum mendapat tempat
yang memadai dalam aturan fikih. Sebagai konsekuensi dari penetapan
otoritas talak yang dimiliki suami, fikih mazhab hampir tidak pernah
berbicara tentang keterlibatan istri dan peranannya dalam proses talak
apalagi untuk mensyaratkan adanya persetujuan istri. Meskipun ada
aturan tentang khuluk (talak tebus), akan tetapi yang memegang kendali

Vv



Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan

terjadinya perceraian tetap suami. Dominasi suami terhadap istri dalam
hal talak ini sangat kuat dan istri menjadi pihak yang lemah dan kalah.
Padahal ketika menikah, kedudukan keduanya sama sebagai dua pihak
yang persetujuannya sangat menentukan untuk keabsahan sebuah
akad pernikahan.

Terkait permasalahan di atas, pembahasan mengenai konsep talak
dalam Al-Quran khususnya yang terkait dengan hak dan kewenangan
istri perspektif maslahat dan keadilan sangat perlu dilakukan. Minimal
ada empat pertanyaan yang perlu dijawab terkait permasalahan di atas:

1. Bagaimana hak dan kewenangan istri dalam proses talak
menurut fikih mazhab?

2. Bagaimana istinbat hukum yang digunakan ulama mazhab sehingga
mengesahkan talak tanpa persetujuan istri dan apa dalil-dalil mereka?

3. Apa saja prinsip-prinsip penjatuhan talak dalam Al-Quran jika
dikaji secara tematik?

4. Bagaimana hak dan kewenangan istri dalam proses talak menurut
nas sekiranya dikaji secara tematik perspektif maslahat dan keadilan?

Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, dalam buku ini akan
dikaji ayat-ayat Al-Quran tentang talak secara tematik dengan meng-
gunakan penalaran istislahiyah (maslahat), di samping menganalisa
ulang pendapat-pendapat ulama mazhab terkait permasalahan di atas
beserta dalil-dalil atau argumentasi yang digunakan. Ayat-ayat talak
yang saling berhubungan pertama-tama akan dipahami dalam upaya
menemukan prinsip dan baru setelah itu mengeluarkan hukum yang
berhubungan dengan aturan talak secara khusus atau menjelaskan konsep
atau definisi yang berkaitan dengannya. Dengan demikian akan ada dua
tingkatan kesimpulan yang akan diperoleh. Tingkat pertama menemukan
prinsip-prinsip talak. Adapun tingkat kedua menemukan hukum-hukum
fur?’ yang dicakup oleh ayat-ayat talak atau perumusan makna dari
lafal yang tertera dalam ayat-ayat tersebut, sehingga diharapkan akan
tergambar secara utuh bagaimana konsep perceraian dalam Al-Quran.

Proses penyelesaian buku ini tentunya melibatkan banyak pihak,
oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga buat mereka
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semua khususnya pembimbing penulis Prof. Alyasa’ Abubakar dan
Dr. Tarmizi M. Jakfar yang telah banyak yang memberikan kontribusi
keilmuan bagi pengayaan materi buku ini. Mudah-mudahan Allah
Swt selalu memberkahi kehidupan mereka dan membalasnya dengan
kebaikan yang tidak terhingga.

Penghargaan, penghormatan dan terima kasih penulis kepada
kedua orang tua tercinta Abah dan Emak yang telah mengasuh dan
membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Walaupun saat ini
mereka telah tiada namun jasa, bimbingan dan semangat yang mereka
tumbuhkan selama hidup agar penulis dapat menjadi orang yang
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa sungguh tidak akan pernah
terlupa dan terbalaskan. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka
dengan balasan yang terbaik dan mengampuni dosa-dosa mereka. Salam
sayang juga penulis haturkan kepada istri tercinta Azrianingsih yang
cukup sabar dan sangat pengertian. Setiap saat memberikan semangat
dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan
buku ini. Begitu juga buat anak-anakku yang salihah Maryam Hafizha
dan Adiba Humaira semoga bisa menjadi penghafal Al-Quran sebagaimana
yang dicita-citakan. Terima kasih juga buat Ayah dan Mamak mertua,
Encit, Kakak, Abang dan adik-adikku beserta keluarga yang telah banyak
membantu dan mendoakan penulis selama penulisan buku ini.

Harapan penulis, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi
pembaca. Segala kritik dan masukan untuk penyempurnaan disertasi
ini akan disambut dengan baik demi kebenaran dan mencari rida Allah
Swt. Akhirnya kepada Allah penulis mohon hidayah dan petunjuk dan
kepada-Nya pula diminta perlindungan dan keteguhan hati.

Wassalam,

Penulis

Dr. H. Zulkarnain Abdurrahman, Lc, MA
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PENDAHULUAN

llah menurunkan syariat-Nya dalam rangka menyebarkan

maslahat dan menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia.

Tidak ada satupun syariat Allah Swt yang tidak mengandung
maslahat dan tidak mengindikasikan keadilan di dalamnya. Artinya
penyebaran maslahat dan penegakan keadilan dalam legislasi yang
dilakukan-Nya bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus
atau objek tertentu, tetapi menyebar secara mutlak pada seluruh prinsip
dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam termasuk
hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan dan perceraian.

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan dipenuhi
suasana kasih sayang serta saling membantu antara keduanya untuk
kemaslahatan bersama dalam rangka meraih rida Allah Swt. Ikatan
tersebut merupakan ikatan yang sangat kuat sehingga Allah di dalam
QS al-Nisa' (4) ayat 21 menyebut ikatan antara keduanya sebagai
mithdqan ghalizan (perjanjian yang kuat). Istilah ini hanya tiga kali
disebut dalam Al-Quran, salah satunya menjelaskan tentang perjanjian
Allah dengan para rasul uli al-‘azmi, para rasul yang paling utama di
antara para Nabi. Jadi akad nikah yang dilakukan adalah sebuah perjanjian
yang sama beratnya dengan perjanjian para rasul di hadapan Allah
Swt. Oleh karena itu salah satu prinsip hukum pernikahan dalam Islam
adalah menguatkan ikatan pernikahan agar berlangsung selama-lamanya.
Ikatan ini wajib dijaga dan tidak boleh dilepas kecuali ketika rumah
tangga yang dibangun tidak lagi dapat dipertahankan dan tidak lagi
mengarah pada terealisasinya tujuan pernikahan.

Namun realitanya tidak demikian, saat ini perceraian menjadi
sebuah peristiwa yang sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini dibuktikan
dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia beberapa tahun
terakhir ini. Merujuk pada data pernikahan dan perceraian di Indonesia
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yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS)' tampak pernikahan relatif
tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian

selalu meningkat, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1 Angka Pernikahan dan Perceraian di Indonesia

. e Tahun
Peristiwa
2013 2014 2015
Pernikahan 2.210.046 2.110.776 1.958.394
Perceraian 324.247 344,237 347.256

Sumber: Data BPS 2013-2015

Bahkan terakhir berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung sebagaimana yang disampaikan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin
Amin angka perceraian di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus.”

Tingginya angka perceraian di Indonesia dan mudahnya seseorang
bercerai harus disikapi secara serius termasuk dengan meninjau kembali
aturan hukum Islam tentang perceraian. Dalam fikih mazhab aturan
hukum tentang penjatuhan talak terkesan sangat longgar. Penjatuhan
talak tidak terikat dengan kondisi dan tempat karena hak talak
sepenuhnya di tangan suami, sehingga dia dapat menggunakan wewenang
tersebut kapan saja, dimana saja dengan cara apa saja tanpa memerlukan
saksi atau alasan apalagi persetujuan istri. Memang Jumhir (mayoritas
ulama) berpendapat bahwa suami hanya diizinkan menjatuhkan talak
setelah terpenuhinya beberapa syarat dan ketentuan. Namun kalaupun
dia menjatuhkan talak di luar ketentuan itu mereka cenderung sepakat
bahwa talak yang tidak memenuhi ketentuan itu tetap sah dan berlaku
efektif karena suami dianggap hanya melakukan dosa dan akan diazab
Allah Swt. Di dalam praktik, para suami cenderung mengabaikan dosa
yang diancamkan Allah untuk penjatuhan talak secara tanpa hak atau
melawan aturan ini. Walaupun ada juga pendapat yang agak berbeda

! https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/8 diakses 26 Januari 2018.
2 https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag;sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-

per-agustus-2020.htmlgadilan di Indonesia2020 diakses 12 September 2020.
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yang diajukan oleh beberapa ulama dan mazhab tertentu yang menganggap
talak tidak sah misalnya dalam kasus ketika istri masih haid® atau ketika
talak dijatuhkan tiga sekaligus,* namun pendapat minoritas ulama ini
tidak berkembang luas dan relatif tidak dikenal di Indonesia.> Artinya
bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pendapat Jumhiir ulama di
atas cenderung terus diikuti dan dijadikan pegangan hingga saat ini.°

Aturan talak yang longgar dapat memunculkan praktik-praktik
talak yang bebas dan tidak terkendali dan ini merupakan hal yang
sangat berbahaya. Praktik-praktik talak seperti ini telah menyebabkan
terlantarnya banyak rumah tangga, tidak ada jaminan perlindungan
bagi perempuan dan hilangnya kasih sayang yang dibutuhkan anak-
anak. Penggunaan hak talak sewenang-wenang yang menyebabkan
anggota keluarga terlantar dan terlunta-lunta ini telah menjadi sasaran
empuk dan kritik pedas A.A. Fyzee dalam bukunya Outlines of Muhammadan
Law yang mengatakan bahwa cacat yang terbesar dalam sistem Islam
ialah kekuasaan mutlak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan

3 Ibn Hazm al-Zahiri, Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat
bahwa jika suami menjatuhkan talak terhadap istrinya yang sedang haid maka hal
ini tidak sah dan tidak dihitung sebagai talak, baik talak satu ataupun talak dua. Lihat
Ibn Hazm al-Andalusi, Al-Muhalla bi al-Athar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyah, 1988)
Jid. X,, hlm. 161 dan ‘Abd al-Karim Zaydan, al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-
Bait al-Muslim, (Beirut: Muassat al-Risalah, 1993), cet. 1, Jld. VII, hlm. 422.

4 Syi’ah Imamiyah dan sebagian Ahli Zahir menyatakan bahwa tidak ada satu
talak pun yang jatuh dalam kasus talak tiga sekaligus. Lihat Muhammad bin ‘Al1 al-
Syawkani, Nayl al-Awtar, (Kairo: Dar al-Salam, 1989), Jld. III, hlm. 655.

> Al Yasa’ Abubakar, Kajian UU Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan,
Perkawinan dan Perwalian Anak, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007), hlm.73.

6 Hal ini terlihat jelas dari jawaban-jawaban yang termuat dalam berbagai
rubrik konsultasi Agama yang ada di tanah air misalnya Konsultasi Syariah Islam
yang diasuh oleh Pondok Pesantren Al-Khairot yang menyatakan bahwa talak bid’ah
seperti talak yang dijatuhkan suami ketika istri sedang haid hukumnya sah. Lihat
http://www.alkhoirot.net/206/01/hukum-talak-bidah-dan statusnya.html?m=1 diakses
13 April 2020. Bahkan Komisi Fatwa MUI Pusat dalam rapatnya tanggal 24 Oktober
1981 ketika menjawab pertanyaan tertulis dari Direktorat Urusan Agama Islam,
Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D. 11/02/4468/1981 walaupun
memutuskan bahwa harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak
tiga sekaligus jangan sampai terjadi lagi, namun dalam pertimbangannya mereka
lebih men-tarjih pendapat Jumhur ulama bahwa talak tiga sekaligus tetap sah dan
jatuh tiga. Lihat dalam buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta Timur:
Erlangga, 2011) hlm. 150-151.
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istrinya tanpa suatu alasan apapun.” Pandangan Fyzee mungkin benar
bila dilihat dari praktik suami yang menceraikan istrinya tanpa mem-
perhitungkan akibat perceraian dan resiko-resiko yang dipikul pihak-
pihak yang dirugikan bila talak dijatuhkan. Namun secara normatif dan
esensial, kritik Fyzee memerlukan kajian dan penalaran ulang terhadap
aturan fikih mazhab terkait masalah penjatuhan talak.

Menyikapi permasalahan di atas, Pemerintah sebagai pemangku
kekuasaan yang diberi amanah mengurus kepentingan rakyat sebenarnya
telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dimana perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan disertai
alasan yang jelas. Mekanisme perceraian yang terdapat dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan® dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI)® yang mempersulit perceraian sebagai salah satu asasnya
adalah suatu terobosan kebijakan hukum yang dinilai sudah sesuai
untuk mengantisipasi terjadinya praktik-praktik perceraian yang tidak
adil dan menyimpang dari norma-norma agama. Melalui proses
pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dapat dilakukan secara
benar dan diterapkan hanya dalam kondisi yang mendesak. Selain
itu, proses dialogis antara suami dan istri yang mau bercerai itu juga
akan terjadi dalam proses persidangan. Dari sini terlihat jelas bahwa
aturan talak di Indonesia telah mengalami pembaharuan dan tidak
lagi menganggap talak sebagai hak mutlak suami. Masing-masing dari
suami dan istri dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas
telah ditempatkan pada posisi yang setara dalam proses perceraian.

Pemikiran cendekiawan muslim seperti Jamal al-Banna yang
berpendapat bahwa perceraian harus berdasarkan keputusan bersama

7 Asaf A. A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law (London: Oxford University
Press, 1955) hlm. 188.

8 Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri.

9 Pasal 115 KHI: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.
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suami istri juga sejalan dengan nilai-nilai maslahat dan keadilan yang
ingin ditegakkan melalui peraturan perundang-undangan di atas.
Menurutnya perceraian sepihak dari pihak suami tidak dapat diterima
karena pernikahan adalah ikatan transparan yang disimbolkan dengan
akad ijab qabul dan dengan kesaksian (syahadah). Tentunya bila kesepakatan
itu dirusak, dalam arti talak, semua unsur itu harus ada (terlibat kembali).'°
Pendapat Jamal al-Banna juga merupakan terobosan baru yang lebih
sesuai dengan semangat Al-Quran dalam rangka melindungi hak-hak
perempuan dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan suami.

Namun terobosan kebijakan hukum di atas belum dapat diterima
sebagian masyarakat karena belum didukung oleh dalil-dalil yang memadai,
sehingga ketika terjadi perceraian secara sepihak dan sewenang-wenang,
mereka masih menganggapnya sebagai praktik talak yang sah menurut
agama. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan perceraian melalui
Pengadilan Agama hanya merupakan prosedur administrasi saja dan
tidak berpengaruh terhadap keabsahan perceraian yang telah dilakukan.
Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perceraian yang terjadi di
luar pengadilan'! dan terbitnya fatwa-fatwa ulama yang masih menganggap
sahnya perceraian yang terjadi di luar pengadilan tersebut.'* Artinya

10 Jamal Al-Banna, Nahwa Figh Jadid III, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi
Miarawi, Manifesto Figh Baru 3: Memahami Paradigma Figh Moderat, (Jakarta:
Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 310.

11 Salah satu buktinya adalah masih eksisnya praktik perceraian sepihak pada
masyarakat Sasak di Lombok. Beberapa sumber informasi yang kredibel dan penelitian
ilmiah menyebutkan bahwa hingga dewasa ini masih banyak pernikahan pada masyarakat
Sasak yang berakhir dengan pernyataan talak tanpa proses peradilan. Masih eksisnya
perceraian sepihak tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya masih dominannya
pemahaman masyarakat tentang talak sebagai hak laki-laki. Zulfatun Ni'mah, Praktik
Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 51. No. 2 Desember 2017,
hlm. 309-320.

12 Di antara fatwa-fatwa yang menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan
di luar sidang pengadilan tetap dianggap sah adalah: (1) Putusan Bahsul Mas a'il yang
dilaksanakan pada Muktamar NU yang ke-28 pada tanggal 25-28 November 1989 di
Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menyatakan bahwa talak yang
dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan
talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama maka talak yang dilakukan di pengadilan
terhitung jatuh talak yang kedua selagi istri masih dalam masa ‘iddah. (2) Keputusan
Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara No. 04/KF/MUI-SU/IV/2011 yang menyatakan
bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan
Agama hukumnya sah secara syar’i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai
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bagi sebagian masyarakat kebijakan hukum mengenai perceraian yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas merupakan
ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi
tanda tanya yang belum terjawab karena dirasakan tidak sejalan dengan
kesadaran hukum yang selama ini berkembang di tengah masyarakat
yaitu aturan fikih sehingga dalam penerapannya sering mengalami
kendala di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan hukum di atas perlu
diikuti dengan dalil-dalil dan pertimbangan rasional yang lebih kuat
sehingga dianggap sebagai bagian dari fikih (hukum Islam) dan dapat
diterima di tengah-tengah masyarakat.™

Merujuk kepada nas-nas Al-Quran, prinsip yang mengedepankan
aspek maslahat dan keadilan dalam pengambilan keputusan talak
sangat terlihat jelas. Berbeda dengan aturan mazhab yang terkesan
longgar, penjatuhan talak dalam Al-Quran cenderung ketat. Sebelum
keputusan talak diambil, Al-Quran mengajarkan ada tahapan tertentu
yang harus ditempuh guna menghindari terjadinya perceraian. Misalnya
ketika terbit kebencian di hati suami melihat kekurangan istri, Al-
Quran menganjurkan suami untuk bersabar dengan mengingat kembali
kebaikan dan kelebihan istri sehingga tidak melakukan perbuatan-
perbuatan yang dapat menimbulkan penyesalan.'* Al-Quran juga
membimbing suami ketika melihat adanya indikasi pembangkangan
(nusyiz) yang dilakukan istri untuk melakukan langkah atau prosedur
tertentu. Pembangkangan dimaksud adalah keluar dari ketaatan kepada
suaminya dan tidak menjalankan segala kewajiban yang telah diperintahkan
kepadanya. Atas perilaku ini suami diberi hak untuk mengembalikan
ketaatan istri secara prosedural. Prosedur tersebut mengatur tahapan
di dalam menyelesaikan kasus nusyiz, yaitu: dinasihati, dipisah tempat

kekuatan hukum negara. (3) Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang talak (poin
ketiga) yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan suami di luar pengadilan
dan/atau talak tanpa saksi adalah sah.

13 Menurut Muhammad Atho Mudzhar, ada empat jenis produk pemikiran hukum
Islam yakni kitab-kitab fikih, keputusan Peradilan Agama, peraturan perundang-
undangan di negeri muslim dan fatwa ulama. Merujuk kepada pendapat tersebut,
sebenarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah termasuk produk pemikiran
hukum Islam. (Lihat Muhammad Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya
Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 4.

14 Lihat QS al-Nisa ' (4) : 19.
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tidurnya, dan terakhir dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti.'”
Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk membuat istri sadar dan tidak
mengulangi perbuatannya. Jika dengan nasihat istri kembali kepada
ketaatan, maka suami dilarang melakukan tahapan berikutnya. Oleh
karena itu, dalam penanganan nusyiz, hak istri tetap dilindungi, sehingga
tidak mendapatkan kesewenang-wenangan dari suaminya. Begitu juga
ketika muncul gejala nusyiiz yang berasal dari suami'®. Dalam hal ini,
Al-Quran menyarankan agar nusyiz ini diselesaikan secara damai, agar
tidak mengarah pada perceraian.'” Artinya masing-masing suami istri
memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah
tangga. Segala hal yang mengarah pada perceraian harus diselesaikan
secara prosedural, dengan mengacu pada penghormatan terhadap hak
suami dan istri. Ketika istri nusyiz, suami tidak serta merta menceraikan
istrinya tetapi wajib melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai
dengan tahapan yang telah ditetapkan Al-Quran. Begitu juga ketika
suami yang nusyug, istri juga tidak boleh langsung menuntut cerai
tetapi diarahkan untuk mengambil jalan damai agar keutuhan rumah
tangga dapat dipertahankan.

Kalaupun terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat antara kedua
suami istri, maka Al-Quran juga menganjurkan supaya ditempuh jalan
damai terlebih dahulu. Jalan damai tersebut dengan cara menunjuk
dua orang hakam (juru damai) seorang dari pihak suami dan seorang
lagi dari pihak istri yang bertugas untuk memediasi suami istri agar
tidak terjadi perceraian.'® Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa
tujuan Islam dalam hukum pernikahan adalah menjaga keharmonisan
hubungan suami istri. Segala hal yang mengarah pada perceraian dicegah
guna mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan keluarga
yang kekal, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian,
secara normatif hukum Islam tidak mengizinkan perceraian, kecuali dalam
kondisi memaksa yang dinilai lebih mendatangkan kemaslahatan.

15 Lihat QS al-Nisa ' (4) : 34.

16 Nusytz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya
baik meninggalkan kewajiban secara materi maupun non materi.

17 Lihat QS al-Nisa ' (4): 128.

18 Lihat QS al-Nisa" (4): 35.
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Kemudian seandainya suami menempuh jalan perceraian maka
harus dilakukan dengan cara yang baik seperti memperhatikan kondisi
istri ketika ditalak'® dan mengajaknya dialog terlebih dahulu sebagaimana
yang diisyaratkan dalam QS Al-Ahzab (33) ayat 28 dimana Nabi saw
diperintahkan untuk melakukan dialog dengan istri-istrinya sebelum
mengambil keputusan talak, bahkan di dalam hadis sahih al-Bukhari
terkait turunnya ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Nabi saw memerintahkan
istri-istrinya untuk bermusyawarah dengan orang tua mereka sebelum
mengambil keputusan.?® Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran ingin
melindungi hak perempuan sekaligus mengindikasikan bahwa antara
laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, tidak boleh
salah satu pihak menzalimi pihak lain. Oleh karena itu, pengaturan
hukum perceraian pada masa kini harus tetap mengacu pada penerapan
nilai keadilan dan kesetaraan antara suami istri. Implementasinya harus
mendasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan
menghindarkan berbagai bentuk kezaliman dalam rumah tangga.

Namun sayangnya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan ini belum
mendapat tempat yang memadai dalam aturan fikih. Sebagai konsekuensi
dari penetapan otoritas talak yang dimiliki suami, fikih mazhab lebih
banyak memfokuskan bahasannya pada teknis penjatuhan talak yang
dilakukan suami dan ketentuan hukumnya, seperti bentuk-bentuk lafal
yang digunakan suami ketika menjatuhkan talak dan hal-hal teknis
lainnya. Fikih mazhab hampir tidak pernah berbicara tentang keterlibatan
istri dan peranannya dalam proses talak apalagi untuk mensyaratkan
adanya persetujuan istri. Meskipun ada aturan tentang khuluk (talak
tebus), akan tetapi yang memegang kendali terjadinya perceraian tetap
suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan
tali ikatan pernikahan. Terjadinya talak atau tidak sepenuhnya ada di
tangan suami. Dominasi suami terhadap istri dalam hal talak ini sangat
kuat dan istri menjadi pihak yang lemah dan kalah. Padahal ketika menikah,
kedudukan keduanya sama sebagai dua pihak yang persetujuannya

19 Lihat QS al-Talaq (65): 1.
20 Muhammad bin Isma’ill al-Bukhari, al-Jami’al-Sahih (Kairo: Maktabat al-
Salafiyah, 1400H) Jid. III, hlm. 277



Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan

sangat menentukan untuk keabsahan sebuah akad pernikahan. Logika
hukum mengatakan “setiap akad yang terjadi karena persetujuan kedua
pihak hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak juga.”™*

Menceraikan istri tanpa keterlibatannya bukanlah merupakan bentuk
perlakuan ma’ruf atau ihsan dalam perceraian dan bertolak belakang
dengan prinsip keadilan dalam Islam yang ingin melindungi hak-hak
perempuan (istri) dan mengangkat derajatnya ke tempat yang tinggi
bahkan setara dengan laki-laki. Tidak boleh ada satu pihak melakukan
kezaliman terhadap pihak yang lain. Semua sama kedudukannya di
depan hukum, walaupun secara kodrat dan fitrah memiliki perbedaan.

Berangkat dari deskripsi di atas maka kajian terhadap nas-nas
Al-Quran tentang perceraian merupakan hal yang perlu dilakukan
khususnya yang terkait hak dan kewenangan istri dalam proses perceraian
(talak), selain memperkuat dalil-dalil atas terobosan kebijakan hukum
yang diambil pemerintah di atas, sekaligus mendudukkan konsep perceraian
yang adil dan tepat sehingga membawa kepada kemaslahatan yang
merupakan tujuan dari legislasi hukum Islam.

21 Hukum asal akad itu adalah mengikat (tidak bisa dibatalkan secara sepihak
tanpa persetujuan pihak yang lain) karena akad dibolehkan dalam syariat untuk
terwujudnya sesuatu yang menjadi tujuan akad dan untuk memenuhi kebutuhan
tertentu. Imam al-Qarafi memberikan contoh akad yang mengikat tersebut dengan
empat akad yaitu akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa dan musaqah. Lihat
Syihab al-Din al-Qarafi, al-Furiiq (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), Jid. IV, hlm. 31.
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KONSEP TALAK DALAM TINJAUAN
FIKIH MAZHAB

A. Definisi Talak

ata talak merupakan istilah serapan yang berasal dari bahasa

Arab yaitu al-talag yang mempunyai arti: 4sJl Vi slede w3y

(tidak ada ikatan atasnya dan juga berarti melepaskan).!

‘All bin Muhammad Al-Jurjani mengemukakan definisi talak menurut
bahasa dengan redaksi: &Jscdls w ) 415) (menghilangkan ikatan dan
melepaskan).? Melepaskan ikatan yang dimaksud dalam definisi talak
tersebut bersifat mutlak artinya dapat digunakan untuk menyatakan
melepaskan ikatan secara hissi (materiil) sebagaimana dikatakan, <alb
Jisdl = oY (aku melepaskan unta dari ikatan) dan dapat juga
digunakan untuk menyatakan ikatan secara ma’nawi (immateriil)
sebagaimana dikataka i ) &b (aku menceraikan wanita itu) yang
bersifat immateriil yaitu melepaskan ikatan pernikahan yang terbentuk
antara suami istri. Namun tradisi (adat) mengkhususkan penggunaan
kata talak untuk melepaskan ikatan yang bersifat immateriil. Sementara
untuk melepaskan ikatan yang bersifat materiil (empiris) digunakan
kata itlag.’ Ketika seorang suami menceraikan istrinya maka dikatakan &
&l el U4, (Laki-laki itu menceraikan istrinya) tidak dikatakan Leil};‘
(ia melepaskannya). Berdasarkan hal ini maka para ulama
mengatakan bahwa kata talak merupakan kata sarth (jelas) yang

! Ibn Manzar, Lisan al-‘Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, T.t), Jld. IV, hilm. 2693.

2 ‘All bin Muhammad Al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat (Mesir: Dar al-Rayyan al-
Turath, t.t), hlm. 183.

3 Abu Bakar bin Mas’ad al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’ fi Tartib al-
Syara'i’(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Jld. IV, hlm. 211.
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apabila diucapkan seorang suami kepada istrinya dapat menyebabkan
jatuhnya talak.

Adapun menurut istilah, para ulama memberikan rumusan yang
berbeda dalam definisinya namun jika diteliti lebih mendalam esensinya
sama. Misalnya Ulama Hanafiyyah mendefinisikan talak dengan:

o yaine 1L JWIL T G TN 03 8,
Artinya: “Pelepasan ikatan pernikahan secara langsung atau pelepasan
ikatan pernikahan di masa yang akan datang dengan lafal tertentu.”

Secara “langsung” maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu
dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan
oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah
berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Lepasnya
ikatan suami istri yang bersifat langsung bisa diakibatkan oleh talak
ba'in. Sementara untuk lepasnya ikatan suami istri di masa mendatang
bisa diakibatkan oleh talak raj’t. Apabila seorang suami menceraikan
istrinya dengan talak raji maka ikatan suami istri tidak terlepas oleh
talak tersebut kecuali setelah waktu ‘iddah berakhir. Oleh karena itu
suami berhak merujuknya selama si istri masih berada dalam masa
‘iddah tanpa harus melakukan akad yang baru.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah talak adalah:

Artinya: “Hilangnya perlindungan istri (dari suaminya) dengan ucapan
yang sarth atau kindyah yang jelas atau dengan lafal apapun disertai
dengan niat.”

Menurut Ulama Syafi’iyyah talak adalah:
O3 (3 W) 220 TN BUES o

4 Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub,
2003), Jid. IV, hlm. 424.

> Muhammad ‘Arafah al-Dusuqi, Hasyiyah al-Dusiiqi ‘Ala Syarh al-Kabir (Mesir:
Dar al-Thya al-Kutub al-‘Arabiyah, T.t), Jld. II, hlm. 347.

6 Muhammad bin al-Khatib al-Syarbayni, Mughni al-Muhtdj ila Ma'rifat Ma’ani
Alfaz al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1997), Jld. III, hlm. 368.

11



Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan

Artinya: “Pelepasan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau yang
semakna dengan lafal itu.”

Menurut Ulama Hanabilah talak adalah:
TN e

Artinya: “Melepaskan ikatan pernikahan.”

Dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama mazhab
di atas dapat dikemukakan bahwa esensi talak dalam perspektif fikih
mazhab adalah putusnya hubungan pernikahan disebabkan suami
mengucapkan kata-kata talak dan sejenisnya. Rumusan definisi talak
tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa talak itu merupakan hak
mutlak suami. Konsekuensi logisnya suami dapat menjatuhkan talak
kepada istrinya dengan cara yang tidak terbatas dan dalam situasi
yang bagaimanapun.

Rumusan definisi talak seperti di atas cenderung diikuti oleh para
ulama hingga saat ini, bahkan ada yang membuat rumusan definisi
talak yang langsung menegaskan tentang kepemilikan hak talak tersebut,
seperti yang dilakukan oleh ‘Iwad bin Husayn Maghram al-Syahr di
dalam kitabnya I'tibar al-Qasd fi al-Talag. Menurutnya talak adalah:

"Jo I i e s ) (o B diasd| Jo

Artinya: “Pelepasan ikatan yang terjalin antara suami istri yang dilakukan
oleh suami.”

Sepanjang penelitian yang dilakukan memang tidak ditemukan
secara pasti dalil-dalil nas yang digunakan para ulama mazhab dalam
merumuskan definisi talak seperti yang telah diuraikan di atas. Akan
tetapi kesan yang dapat ditangkap dari definisi-definisi yang telah dibuat
para ulama tersebut, mereka terinspirasi dari beberapa nas berikut ini:

7 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni
(‘Dar ‘Alam al-Kutub, t.t), JId. X, hlm. 323.

8 ‘lwad bin Husayn Maghram al-Syahri, I'tibar al-Qasd fi Talaq (Mekah: Jami’ah
Umm al-Qura, 1422 H) hlm. 3.
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1. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) ayat 231.
OR S P STHIOR Eats R 1 ST SO VAU P
Ayat di atas tampaknya dijadikan dalil oleh para ulama tentang
bolehnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan
kata-kata al-taldq yang diambil dari kata s\ci)) 23 15) dan kata
al-sarrah yang diambil dari kata( 2 pre 3.

2. Firman Allah dalam QS al-Nisa" (4) ayat 130

<
TRe 2\

z s [Z7 P3 % //, PV / 4 3 frd
Cs Bl g6 amsa ey Al 2 B335 05

/////

Ayat ini menyebutkan kata $3:% untuk menjelaskan tentang

kebolehan bercerai dan dari ayat ini tampaknya ulama membolehkan
talak itu dijatuhkan dengan kata-kata al-firaq.

Rumusan definisi di atas dinilai belum dapat menggambarkan
hakikat talak yang sesuai dengan nilai-nilai maslahat dan keadilan
karena terkesan memberi hak yang sangat besar terhadap suami tanpa
adanya batasan. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan redefinisi
terhadap definisi-definisi yang ada dengan definisi-definisi yang lebih
berorientasi pada prinsip-prinsip syariat, misalnya talak adalah:

§ s e (32 o Ao e o 31 Aoy 1 50!

Artinya: “Melepaskan ikatan pernikahan yang sah dengan cara yang
dibenarkan syariat.”

Melalui definisi ini semua jenis talak yang tidak sesuai dengan
prinsip syariat tidak akan diakui sebagai talak. Artinya talak yang
dilakukan tersebut dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan konsekuensi
apapun. Namun demikian pelakunya tetap dianggap berdosa karena
telah melakukan tindakan yang dilarang Allah Swt.

B. Dasar Pensyariatan Talak

Walaupun talak bukan sesuatu yang diharapkan terjadi karena
bertentangan dengan hakikat dan tujuan pernikahan, namun talak

13
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merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Dasar
pensyariatannya terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta telah disepakati
oleh para ulama dalam bentuk ijmak. Adapun nas-nas di dalam Al-
Quran dan hadis yang menjadi dasar pensyariatan talak antara lain:

1. Dari Al-Quran
a. QS Al-Bagarah (2) ayat 229:

Celid buuﬁaeu,v,uuob@ 9 sae Al

s

ORI
66 e

2

m“"’”wy‘%u[’wbwbﬁwbﬁs AP[EEFFRESE

" 1

S

ﬁU\D’QOJMw,LB,M»%‘Q,QOQU’)%QDM‘L:Q%CL%

EEHPAYSURE
Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma’rif atau menceraikan dengan cara yang baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir
bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menegaskan bahwa talak itu hanya dua kali. Setelah
itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik.
Setelah tiga kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu
dinikahi oleh laki-laki lain dan digaulinya.’ Adanya aturan talak dalam
ayat di atas menjelaskan bahwa talak memang disyariatkan dan mendapat
legalitas dari Syari’.

9 A. Mudjab Mabhalli, Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Quran (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 105.
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b. QS al-Bagarah (2) ayat 231:

’e

\),u,ﬁwym\u,ﬁw,c“b&@umu’wx &:F,
M\ub”,d@uﬁy,w I c.«U:M” ,Jﬁ:}\j\}bwm
@iﬁé%\,uw\w»&%d»u/m 180,555 155

’d
Ve e

\ §¢&g&\@&\,b\;ﬁ\\,u,

Artinya: Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati
akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’rif, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'’rif (pula). Janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian
kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh
ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan
hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu,
dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-
Hikmah (Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang
diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah
bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat di atas Allah Swt menjelaskan bahwa seorang suami
yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya
istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam
masa ‘iddah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan
keras terhadap kasus yang dipraktikkan oleh Thabit bin Basyar, seorang
laki-laki dari golongan Anshar, dimana ia menjatuhkan talak terhadap
istrinya namun ketika masa ‘iddah-nya tinggal dua atau tiga hari lagi,
lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak
istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga istrinya
tersebut selalu berada dalam masa ’iddah selama sembilan bulan, dengan
maksud menganiayanya. Oleh karena itulah Allah menurunkan ayat
di atas.'” Adanya aturan talak dalam ayat di atas yang menolak praktik

10 Ismail bin Abdurrahman al-Suday al-Kabir, Tafsir al-Suday al-Kabir (Mansurah:
Dar al-Wafa’, 1993), him.153
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talak yang mengandung unsur kezaliman juga menjelaskan bahwa
talak memang disyariatkan dalam Islam.

c. QS al-Baqarah (2) ayat 236:

B 5 GA1 1,5 ,85 51 A,508 AT G sl 23ils ¢) e £ Y
P 557 14 ?l/ 5, Lok .... 2osuL,
W‘&Lﬂ# )-’.QJ[-‘[PL% ’\&,5) @,J‘&@h,;?ﬁ,

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka
dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan
suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),
yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ditiadakannya dosa dan kewajiban membayar mahar bagi orang-
orang yang menceraikan istrinya sebelum digauli pada ayat di atas
menunjukkan legalitas talak sebab jika talak itu sesuatu yang terlarang
atau dosa pasti dijelaskan oleh Allah Swt.

d. QS al-Talaq (65)- 1

55540, 351580001 a2 &eswg,ua,sm'W\ \\gu\tgi/
355°~L\-’ e ikl el ¢ WL@‘-’W%W*@‘@"P;NU

\f\d:@uuﬁaﬁ\ddg)u&'\)i:mﬁlg 353 413,08 G (e 4
Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya
(yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka
dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya
dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
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Ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang
waktu dan tata cara menjatuhkan talak kepada Nabi Muhammad saw.
Akan tetapi, meskipun yang di-khitab dalam ayat tersebut hanya Nabi
Muhammad saw, namun menurut para mufassir, kandungan hukum yang
terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.
Dalam mengomentari pengkhususan khitab terhadap Nabi Muhammad
saw dalam ayat di atas, Abii Bakar Ahmad bin ‘All al-Jassas, mengemukakan
sebagai berikut: “Pengkhususan khitab ayat terhadap Nabi Muhammad
saw membawa beberapa kemungkinan pengertian; 1) Sudah diketahui
bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang ditujukan kepada Nabi
Muhammad saw, juga ditujukan kepada umatnya. Sebab umatnya
tersebut diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan
kepada Nabi saw, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi
saw. 2) Pada awal potongan ayat tersebut, di-tagdir-kan kalimat:

L) 24dls \SL&;J‘ [g.’j (Hai Nabi, katakanlah kepada umatmu: Apabila
kamu menceraikan Istri-istrimu), dan 3) Biasanya, apabila yang di-khitab
itu adalah pemimpinnya, maka pengikutnya telah termasuk didalamnya.'!

Jadi meskipun dalam ayat khitab-nya dikhususkan kepada Nabi
Muhammad saw namun tetap berlaku bagi umatnya.

Imam al-Qurtubi dan Ibn Kathir berpendapat bahwa didahulukannya
khitab tersebut kepada Nabi Muhammad saw hanya berfungsi sebagai
penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad saw. Ketentuan
yang terdapat dalam ayat di atas, menurut kedua mufassir tersebut,
juga berlaku bagi umatnya, sebab setelah khitab itu ditujukan kepada
Nabi saw, Allah Swt menujukannya kepada Nabi saw dan umatnya

niz

sekaligus, yaitu dengan menggunakan khitab plural pada kata "tallagtum”".

Semua ayat-ayat yang telah disebutkan di atas secara eksplisit
menjelaskan bahwa talak memang disyariatkan dan mendapat legalitas
dari syar'i. Di samping ayat-ayat yang telah disebutkan masih banyak

11 Aba Bakar Ahmad bin ‘Ali al-Raz1 al-Jassas, Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar
al-Thya' al-Turath al-‘Arabi, 1992), Jid. V, hlm. 346.

12 Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur ' an, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1995), Jid. IX, him. 137. Lihat Juga: Abu al-Fida' Muhammad Ibn Kathir, Tafsir
al-Quran al-‘Azim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1998), Juz. VIIL, hlm. 165.
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ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang legalitas talak, termasuk ayat-
ayat yang menguraikan tentang masa ‘iddah."

2. Dari Sunnah

a. Hadis Ibn ‘Umar

G35 1 J) JUs) Gl 5 B oy adle b oo (o) o 532 A 2
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Artinya: "Diterima dari Ibn ‘Umar r.a berkata bahwa Rasulullah saw

pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt adalah
talak" (H.R. Aba Dawud dan Ibn Majah).

Al-San’ani dalam Subul al-Salam menerangkan bahwa hadis ini
menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan, ada hal-hal yang
dibenci Allah Swt, dan talak merupakan perkara halal yang paling
dibenci.”> Meskipun Rasulullah saw menyatakan bahwa talak itu adalah
perbuatan yang paling dibenci Allah Swt sehingga hanya boleh dilakukan
dalam kondisi yang mendesak, namun demikian talak tetap mendapat
legalitas dari syara’.

b. Hadis Miswar bin Mahramah
V50 OB EIEY» JB oy dgle bl o (599 o La5hin o3 521 B
tale sy «lle B Ge

13 Ketentuan tidak adanya 9ddah istri yang belum digauli terdapat dalam QS al-Ahzab
(33) ayat 49. ‘iddah perempuan yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari
ditetapkan dalam QS al-Bagarah (2) ayat 234. iddah perempuan yang masih haid dan
tidak ditinggal mati adalah tiga kali quru' (menurut ulama Syafi'iyyah berarti suci dan
menurut ulama Hanafiyyah berarti haid) ditetapkan dalam QS al-Bagarah (2) ayat 228.
‘iddah perempuan hamil (sampai melahirkan) ditetapkan dalam QS Talaq (65) ayat 4.

14 Abt Dawud Sulaiman bin al-Asy’as,Sunan Abi Dawid (Beirut: Dar Ibn Hazm,
1997), Jid. 1I, him. 438. Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, Bulugh al-Maram min
Adillat al- Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 225.

15> Muhammad bin Isma’il al-San’ani, Subul al-Salam, (Beirut: Dar Maktab al-Hayah,
1989), JId.III, him. 209.

16 Ibn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, (Riyad:
Maktabat al-Ma’arif, T.t), hlm. 353.
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Artinya: "Diterima dari Miswar bin Makhramah, diriwayatkan dari Nabi
saw pernah bersabda: tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan,
dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan" (H.R.
Ibn M3jah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan setelah
adanya akad pernikahan dan tindakan memerdekakan budak baru dapat
berlaku dan mempunyai konsekuensi hukum apabila telah ada kepemilikan.
Hal itu berarti bahwa talak mendapat legalitas dari syara'.

c. Hadis Ibn ‘Umar
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Artinya: “Diterima dari Ibn 'Umar, sesungguhnya ia menjatuhkan talak
istrinya, yang mana istrinya itu berada dalam keadaan haid, pada
masa Rasulullah saw. kemudian Umar berkata: aku menanyakan kepada
Rasulullah saw tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab: suruh ia
untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci
kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum
disetubuhi. Itulah ‘iddah yang telah ditetapkan Allah untuk menjatuhkan
talak para wanita" (H.R. Muttafaq ‘Alayh).

Dalam hadis di atas Rasulullah saw memberikan jalan keluar
terhadap kasus yang menimpa Ibn ‘Umar sekaligus menjadi pedoman
bagi umat Islam secara umum. Dalam hadis di atas Rasulullah saw
juga menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa talak boleh dilakukan

17 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, (Kairo: Maktabat al-Salafiyah,
1400H), Jid. III, hlm. 400. Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, Sahih Muslim (Riyad:
Dar Tayyibah, 2006) Jld. II, him. 674.
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yaitu dalam kalimat (42 Q‘ 08 & sk &)3). Oleh karena itu dapat

dipahami bahwa talak memang mendapat legalitas dari syara’.

d. Hadis Umar bin al-Khattab
Gzl 252200 618 e, ade db o 41 0,25 & SR o 52 2
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Artinya: Diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khattab bahwa Rasul saw
pernah menceraikan Hafsah kemudian Beliau merujuknya kembali.
(H.R. Ibn Majah).

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Rasul saw pernah menceraikan
Hafsah walaupun kemudian beliau merujuknya kembali. Ini menunjukkan
bahwa talak itu memang disyariatkan sebab Rasul tidak akan melakukan
sesuatu kecuali yang disyariatkan mengingat kedudukan beliau sebagai
orang yang menetapkan syariat dari Allah Swt.

Di samping legalitas syara’ yang terdapat dalam Al-Quran dan
Sunnah di atas, para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk
ijmak terhadap kebolehan menjatuhkan talak tersebut.'® Legalisasi yang
diberikan oleh syara’ terhadap pensyari’atan talak itu juga didukung
oleh dalil logika, dimana apabila kondisi antara suami dan istri itu
memburuk sehingga jika sepasang suami dan istri itu dipaksa untuk
tetap mempertahankan pernikahannya, justru akan menimbulkan
kerusakan dan ke-mudaratan saja. Dalam kondisi seperti itu tidak logis
mempertahankan pernikahan tersebut, sebab hanya akan memperpanjang
situasi buruk, mafsadat dan kemudaratan tersebut.?

C. Hukum Talak

Para ulama sepakat mengenai legalitas (pensyariatan) talak dan
mereka juga sepakat bahwa pada talak berlaku hukum taklifi (pembebanan)

18 Tbn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, hlm. 348.

19 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr al-
Muasir, 2014), Jid. VIL, hlm. 345.

20 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, hlm. 345
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yang lima yang adakalanya bisa wajib, haram, sunat, makruh dan
mubah sesuai dengan situasi, kondisi dan sebab talak itu dijatuhkan.*'

Beberapa ulama mazhab seperti Ibn Qudamah di dalam kitabnya al-
Mughni dan Khatib al-Syarbayni di dalam kitabnya Mughni al-Muhtdj
telah merinci hukum talak ini sebagai berikut:

1.

Talak hukumnya menjadi wajib, apabila seorang suami yang menjatuhkan
il@’ menolak rujuk dengan istrinya setelah masa ‘iddah istrinya habis.
Begitu juga ketika terjadi konflik antar pasangan suami istri. Kemudian
seorang hakim mengutus dua orang mediator (juru damai) dari kedua
belah pihak untuk mendamaikan keduanya. Lalu kedua mediator
itu merekomendasikan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi
keduanya. Maka, ketika itu suami wajib menceraikan istrinya.

Talak hukumnya menjadi makriih, ketika tidak ada keperluan atau
alasan kuat untuk menjatuhkan talak karena hubungan keduanya
harmonis atau baik-baik saja.

Talak hukumnya menjadi mubah (diperbolehkan), ketika perceraian
itu sendiri dibutuhkan. Misalkan suami memiliki istri yang buruk
perangainya, kasar tingkah lakunya atau tidak bisa diharapkan
menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan.

Talak hukumnya menjadi mustahab (dianjurkan), manakala seorang
istri melalaikan hak dan kewajibannya terhadap Allah seperti shalat
dan yang semisalnya. Sementara suami tidak memiliki kemampuan
lagi untuk memaksanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban
tersebut atau memperbaiki keadaannya. Talak juga dianjurkan
ketika istri tidak bisa menjaga kehormatannya atau tidak bisa
menjaga dirinya dari perbuatan maksiat.

Talak hukumnya menjadi haram, manakala seorang suami menalak
istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah

2! al-Kasani, Bada'i’ al-Sana'i’, JId. IV, hlm. 183, ‘Abd al-Karim Zaydan, al-

Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah..., Jid. VII, hlm. 350.
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digauli sebelumnya. Talak ini dinamakan talak bid’ah/talak bid’i,
dimana para ulama sepakat mengenai keharamannya.*

Walaupun para ulama mazhab sepakat mengenai legalitas talak
dan sepakat juga bahwa pada talak itu berlaku hukum taklifi yang
lima, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukum dasarnya.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum dasar talak itu
adalah mubah (boleh). Pendapat ini didukung oleh Ulama Malikiyyah®,
Sydfi'iyyah dan sebagian ulama Hanafiyyah dan serta salah satu pendapat
dari ulama Hanabilah.**

Ibn ‘Abd al-Bar al-Qurtubi al-Maliki mengatakan:
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"Talak yang dijatuhkan pada saat istri menghadap masa‘iddahnya (masa
suci yang belum digauli) diperbolehkan walaupun istri tersebut tidak
menginginkannya baik dia istri yang jahat ataupun tidak, sebelum digauli
ataupun setelahnya.”

Imam al-Dusaqi berkata:
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“Ketahuilah bahwa talak itu merupakan perkara yang boleh namun
adakalanya (dapat beralih) kepada empat hukum taklifi (lainnya)
yang terdiri dari haram, makruh, wajib dan sunat.”

22 Tbn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, hlm. 323-324. Paparan yang hampir
sama juga dapat ditemukan di berbagai kitab fikih mazhab lainnya misalnya kitab
Mughni al-Muhtaj, JId. 11, hlm. 404.

23 Al-Habib bin Tahir, al-Figh al-Maliki wa Adillatuh, Beirut: Muassasat al-
Ma’arif, 2005), Jld. IV, him.24.

24 Darwis Ahmad Muhammad al-Maduni, al-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah,
(Mekah: Jamiah Umm al-Qura, 1984), hlm. 26.

25 Tbn ‘Abd al-Bar al-Namri al-Qurtubi, Al-Kdfi fi figh ahl al-Madinah al-Maliki,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1992, cet. ke;3, hlm. 262.

26 Muhammad ‘Arafah al-Dusuqi, Hasyiyah al-Dusigqt.., Jid. II, hlm. 361.
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Di dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i mengatakan:
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“Bahwasanya Allah telah membolehkan talaq dan apa yang telah

dibolehkan tidaklah terlarang untuk dilakukan oleh orang yang
memiliki hak (wewewang) untuk melakukannya.”

Di dalam kitab al-Mabsiit, Imam al-Syarakhsi al-Hanafl mengatakan:
bkl Al v S 3 Linins 08 ) T Lo 3O E )

“Menjatuhkan talak itu hukumnya mubah (boleh) walaupun dibenci
pada asalnya menurut Ulama pada umumnya.”

Di dalam kitab al-Mughni, Ibn Qudamah al-Hanbali mengatakan
bahwa:
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“Al-Qadi (Abu Yda'la al-Hanbali) berkata: dalam masalah ini ada dua riwayat,
salah satunya haram... dan yang kedua bahwa talak itu diperbolehkan

Adapun yang menjadi landasan pendapat kelompok yang pertama
ini antara lain:

1. Kemutlakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan legalitas talak
seperti surah al-Bagarah (2) ayat 229 dan surah al-Talaq (65)
ayat 1:
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma’rif atau menceraikan dengan cara
yang baik.”

27 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah,
1993), Jid. V, hlm.264.

28 Syams al-Din Al-Syarakhsi, Kitab al-Mabsut (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989),
Jid. VI, hlm. 2.

2% Tbn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, JId.10, hlm. 323-324.
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Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) idahnya (yang wajar).”
Ayat-ayat di atas yang menjelaskan tentang bolehnya talak datang
dalam bentuk mutlaq tanpa dibatasi oleh sebab atau alasan tertentu.
Ini menunjukkan bahwa talak itu hukumnya boleh.

2. Surah al-Baqarah (2) ayat 236
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Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang
yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang
patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang
yang berbuat kebajikan.”

Ungkapan tidak ada kewajiban membayar mahar dan tidak ada
dosa untuk menjatuhkan talak dalam ayat di atas menunjukkan
bahwa talak itu boleh dan bukan terlarang.

3. Hadis Ibn ‘Umar terkait talak yang dijatuhkan terhadap istrinya
waktu haid dimana Rasulullah memerintahkannya melalui ‘Umar
bin al-Khattab untuk merujuk istrinya.
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30 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Jld. III, hlm. 400.
Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, Sahih Muslim, JId. II, hlm. 674.
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“Suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya
sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah
atau ia talak sebelum disetubuhi.

Dalam hadis di atas Rasulullah saw tidak mengatakan apabila
memang ada keperluan maka ceraikanlah istrimu dan beliau juga
tidak pernah bertanya apa sebab atau alasan Ibn Umar menceraikan
istrinya. Jika memang talak itu terlarang tentu ada penjelasannya
dari Rasulullah karena tidak boleh menunda penjelasan dari waktu
yang diperlukan sebagaimana kaedah yang populer di kalangan
ahli usul fikih.

Hadis ‘Umar bin al-Khattab
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Diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khattab bahwa Rasul saw pernah
menceraikan Hafsah kemudian Beliau merujuknya kembali. (H.R.
Ibn Majah).

Hadis di atas merupakan dalil bahwa talak itu hukumnya boleh
bukan makruh sebab Nabi saw hanya melakukan sesuatu yang
diperbolehkan bukan yang makruh.**

Begitu juga para sahabat di antara mereka ada yang pernah

menceraikan istri-istri mereka. Misalnya ‘Umar bin al-Khattab pernah

menceraikan istrinya Ummu ‘Asim, begitu juga dengan Abdurrahman
bin ‘Awf dan Mughirah bin Syu’bah.*® Seandainya talak itu sesuatu
yang dilarang niscaya mereka tidak akan melakukannya

Pendapat kedua dikemukakan al-Marghiyanani dan Ibn ‘Abidin

dari kalangan Hanafiyyah yang juga merupakan salah satu pendapat
dari Hanabilah bahwa:
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31 Ibn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, hlm. 348.
32 Muhammad bin ‘Ali al-Syawkani, Nayl al-Awtar, Jld. III, hlm. 243.
33 ‘Abd al-Karim Zaydan, al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah, JId. VII, hlm. 352.
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Hukum dasar talak itu adalah terlarang, artinya tidak diperbolehkan
kecuali jika ada keperluan.

Di dalam kitab al-Hidayah, ‘All bin Abi Bakar al-Marghiyanani
mengatakan:
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“Bahwa pada dasarnya talak itu merupakan perbuatan yang terlarang

karena menyebabkan putusnya ikatan pernikahan yang di dalamnya
terkandung kemaslahatan agama dan dunia.”

Di dalam kitab Radd al-Mukhtar, Ibn ‘Abidin mengatakan:
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”Adapun talak maka hukum dasarnya terlarang maksudnya talak itu
dilarang kecuali ada sebab yang membolehkannya.”

Di dalam kitab al-Mughni, Ibn Qudamah mengatakan:
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“Al-Qadi (Abu Ya’la al-Hanbali) berkata: dalam masalah ini ada dua
riwayat, salah satunya: bahwa talak itu diharamkan karena mendatangkan
mudarat bagi dirinya dan istrinya dan menghilangkan kemaslahatan
yang diperoleh keduanya tanpa ada kebutuhan maka hukumnya haram
sama seperti merusak harta benda.”

Di dalam kitab al-Fatawa al-Kubra, Ibn Taymiyah mengatakan:
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3#All bin Abi Bakar al-Marghiyanani, Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi,
Karachi: Idarah al-Quran wa al-‘Ulum al-Islamiyah, 1417H, JId.III, hlm. 153.

35 Tbn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar, Jid. IV, hlm. 428.

36 Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, Jld. X, hlm. 323.

37 Ibn Taymiyah, al-Fatawa al-Kubra (Berut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987),
JId. III, hlm. 250.
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“Bahwa pada dasarnya talak itu terlarang dan talak hanya diperbolehkan
sesuai dengan keperluan.”

Adapun yang menjadi landasan pendapat kelompok kedua ini
antara lain:

1. Firman Allah Swt dalam QS al-Nisa® (4) ayat 34
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Artinya: “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Pada ayat di atas Allah melarang para suami untuk menyakiti dan
menyusahkan para istri apabila keadaan mereka telah lurus dan
kondisinya membaik. Menceraikan istri tanpa sebab termasuk
perbuatan yang menyusahkan dan menyakiti istri dan itu terlarang
berdasarkan ayat di atas.*®

2. Hadis Abu Musa al-Asy’ari:
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Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari r.a berkata; Rasulullah
saw bersabda: “Janganlah kalian menalak istri-istri kalian kecuali
kalian meragukan kesetiaannya karena Allah tidak mencintai para
pencicip laki-laki dan perempuan.”(HR. al-Tabrani)

Dalam hadis di atas Allah melarang para suami menceraikan istri
kecuali ada alasan yang jelas seperti meragukan kesetiaannya
(istri berzina), sedangkan hukum asal dari larangan adalah untuk
menunjukkan keharaman.

38 Lihat ‘Abd al-Karim Zaydan, al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-
Muslim, (Beirut: Muassat al-Risalah, 1993), cet. 1, Jld. VII, hlm. 354.

39 Sulayman bin Ahmad al-Tabrani, Mujam al-Awsat, (Kairo: Dar al-Haramayn,
1995), Jid. VIIL him. 24.
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3. Hadis Jabir:
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Dari Jabir, Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya iblis singgasananya
berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang
paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya.
Di antara mereka ada yang lapor: Saya telah melakukan godaan
ini. Iblis berkomentar: Kamu belum melakukan apa-apa. Datang
yang lain melaporkan: Saya menggoda seseorang, sehingga ketika
saya meninggalkannya, dia telah bepisah (talak) dengan istrinya.
Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata:
Sebaik-baik setan adalah kamu.” (HR. Muslim)
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Dalam hadis ini, iblis memuji dan berterima kasih atas jasa
tentaranya yang telah berhasil menggoda manusia, sehingga
keduanya bercerai tanpa sebab yang dibenarkan dalam syariat.
Ini menunjukkan bahwa perceraian suami istri termasuk di antara
perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan disukai iblis.

Imam Muhammad bin ‘Abd al-Ra'af al-Munawi di dalam kitabnya
Fayd al-Qadir mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini merupakan
peringatan keras tentang buruknya perceraian. Karena perceraian
merupakan cita-cita terbesar makhluk terlaknat, yaitu iblis yang
mengandung dampak buruk yang sangat banyak, seperti terputusnya
keturunan, peluang besar bagi manusia untuk terjerumus ke dalam
zina, yang merupakan dosa yang sangat besar kerusakannya dan
menjadi skandal terbanyak.*!

40 Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, Sahth Muslim, (Riyad: Dar al-Tayyibah,
2006), Jid. II, him. 1295.

41 Muhammad bin ‘Abd al-Ra'af al-Manawi, Fayd al-Qadir Syarh al-Jami’ al-
Saghir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,1994), Jid. II, hlm. 157.
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Melihat kepada dalil-dalil yang digunakan oleh kedua kelompok
ulama di atas dapat dipahami bahwa pendapat yang paling tepat adalah
pendapat kedua yang mengatakan bahwa talak itu tidak diperbolehkan
kecuali ada kebutuhan dan sebab yang mendorongnya. Di samping
memiliki landasan pendapat lebih kuat pendapat ini juga dapat mewujudkan
kemaslahatan umum yang sesuai dengan esensi dan rasionalitas syariat
serta sesuai dengan tujuan-tujuan umum yang ingin dicapainya.

Dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok pertama walaupun memuat
banyak ayat atau hadis yang menurut mereka datang secara mutlak
menjelaskan tentang pensyariatan talak dan kebolehannya namun
kemutlakan tersebut telah dibatasi oleh ayat atau hadis yang menjelaskan
bahwa talak itu hanya jalan terakhir dan tidak boleh dilakukan kecuali
bila ada keperluan serta memiliki alasan yang kuat seperti yang dapat
dipahami dari QS al-Nisa" (4) ayat 34. Adapun ungkapan bahwa tidak
ada kewajiban membayar mahar dan tidak ada dosa dalam QS al-Bagarah
(2) ayat 236 yang menurut mereka bahwa talak itu boleh dan tidak
terlarang dibantah dengan pernyataan selanjutnya bahwa tidak adanya
kewajiban membayar mahar dalam ayat mulia itu dikembalikan pada
penjatuhan talak sebelum melakukan hubungan suami istri dan sebelum
menyebut mahar. Hal ini menunjukkan adanya dosa terhadap orang
yang menjatuhkan talak tanpa sebab yang mendorongnya.

Adapun argumentasi mereka bahwa Rasul dan para sahabat pernah
menceraikan istri mereka terbantahkan dengan adanya bukti yang
menetapkan bahwa Rasul dan sahabat menjatuhkan talak karena adanya
sebab yang mendorongnya. Hal yang pasti dari kehidupan Rasul dan
para sahabatnya bahwa talak yang mereka jatuhkan itu karena suatu
kebutuhan. Sebab talak yang dijatuhkan tanpa sebab dan kebutuhan
dianggap sebagai bentuk kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat
merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.

D. Rukun dan Syarat Talak

Talak terikat oleh rukun dan syarat. Menurut Jumhir Ulama yang
dimaksud dengan rukun adalah sesuatu dimana esensi perbuatan tidak
akan ada kecuali adanya sesuatu tersebut. Sedangkan yang dimaksud
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dengan syarat adalah sesuatu yang diperlukan dalam mewujudkan
sesuatu tapi tidak menjadi bagian dari esensinya.** Terkait dengan
rukun dan syarat talak ini para ulama mazhab berbeda pendapat.

Menurut Ulama Hanafiyyah rukun talak hanya satu yaitu lafal yang
khusus menunjukkan makna talak baik secara sarih maupun secara
kinayah.® Lafal yang sarih adalah lafal yang tidak dipakai kecuali memang
untuk itu yakni kata-kata talak dan semua jenis kata yang menjadi
pecahan dari kata tersebut misalnya anti mutallagah, tallaqtuki, taliq
dan kata lainnya asal mengandung makna talak* sekalipun diucapkan
dengan tidak fasih.

Mengenai lafal yang terbentuk dari kata talak seperti yang telah
dicontohkan di atas para ulama sepakat memasukkannya ke dalam
kategori lafal sarth. Namun selain lafal-lafal tersebut para ulama berbeda
pendapat. Menurut ulama Syadfiiyyah lafal “al-sarrah” dan “al-firaq”
termasuk kategori lafal sarth selain lafal talak itu sendiri sehingga
apabila dua lafal di atas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya
maka talaknya sah tanpa memerlukan niat. Alasan mereka adalah
karena tiga lafal tersebut-al-talag, al-sarrah, dan al-firdq, disebutkan
dalam Al-Quran® dan oleh karenanya diakui oleh syara'.

m

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah lafal "al-sarrah" dan "al-
firaq" tidak termasuk lafal sarih. Menurut mereka, lafal sarth itu hanya
satu, yaitu talak. Oleh karena kedua lafal tersebut merupakan lafal kinayah
menurut ulama Hanafiyyah, maka apabila diucapkan oleh seorang suami
kepada istrinya, mesti ada niat dari suaminya untuk keabsahan talak
tersebut, alasan mereka adalah karena kedua lafal tersebut, meskipun
digunakan oleh Syari’ dalam Al-Quran, dipakaikan juga kepada kata

lain, selain untuk melepaskan ikatan pernikahan.*® Termasuk dalam

42 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jid. III, hlm. 38.

43 Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar , hlm. 431, Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani,
Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 210.

44 al-Kasani al-Hanafl, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 216.

4 Lafal "al-talag" dan "al-sarrah" terdapat dalam ayat 231 surah al-Bagarah
(2). Sedangkan lafal "al-firaq" terdapat dalam surah al-Talaq (65) ayat 2. Wahbah al-
Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm.365.

46 Lafal "al-sarrah" seperti: sarrahtu ibili (aku melepaskan untaku), sedang lafal
"al-firaq" seperti: faraqtu sadiqiy (aku berpisah dengan temanku)
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kategori sarih semua kata yang populer digunakan dalam adat untuk
makna talak seperti ucapan suami kepada istrinya, “kamu haram
bagiku, kamu diharamkan atau aku mengharamkanmu.”

Dengan pengucapan secara sarih, seketika itu talak telah jatuh,
baik dalam keadaan bergurau, main-main ataupun tanpa niat. Seorang
suami yang telah mengatakan kalimat “engkau adalah wanita yang
tertalak” kepada istrinya, maka jatuhlah talak atasnya meskipun dalam
keadaan bercanda atau tanpa niat. Sebagaimana disebutkan dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r.a:
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Diriwayatkan dari Abi Hurayrah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah

saw: “Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan main-mainnya
juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (HR. Aba Dawuad)

Adapun lafal kingyah ialah setiap lafal yang mengandung makna
untuk talak atau untuk lainnya. Misalnya kata-kata ukhruji (keluarlah),
izhabi (pergilah), qumi (berdirilah) dan ilhaqi bi ahlik (kembalilah ke
keluargamu).* Lafal kindyah ini dapat dipergunakan untuk menjatuhkan
talak apabila disertai dengan niat. Jadi ketika suami mengatakan hal
itu dengan disertai niat menceraikannya maka jatuhlah taldq, dan
jika tidak disertai niat maka talaq itu tidak jatuh.*

Imam Malik dalam kitab al-Muwatta tidak ada menyinggung masalah
rukun dan syarat talak, namun para ulama yang menjadi pengikutnya
telah berupaya melakukan sistematisasi dan merumuskan rukun dan
syarat talak tersebut. Menurut mereka rukun talak itu ada empat: *°
1. Ahlun yaitu orang yang mempunyai wewenang menjatuhkan talak

baik suami langsung atau orang yang telah menerima perwakilan
hak dari suaminya.

47 Abt Dawud Sulayman bin al-Asy’as, Sunan Abi Dawid, Jid. 11, hlm. 447.

48 Al-Kasani al-Hanafi, Bada i’ al-Sana '’, JId. IV, hlm. 231-232.

4 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 365-367.

50 Lihat Syaikh Khalil bin Ishaq, MukhtasarAllamah Khalil (Beirut: Dar al-Fikri,
1981), hlm. 137, Muhammad ‘Arafah al-Dusugqi, Hasyiyah al-Dusugt.., J1d. II, hlm. 365.
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2. Qasd yaitu unsur kesengajaan mengucapkan lafal talak baik dengan
lafal sarih ataupun dengan lafal kingyah.

Mahal yaitu objek talak dalam hal ini adalah istri.

Lafal yaitu kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak
baik secara sarih maupun kinayah.

Imam Syafi1 di dalam kitabnya al-Umm juga tidak membahas masalah
rukun dan syarat-syarat talak tetapi langsung membahas tentang
kebolehan suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun pengikutnya
juga telah berusaha membuat sistematisasi terkait dengan pembahasan
rukun dan syarat talak, seperti yang dilakukan Imam al-Ghazali, Imam
al-Syarbayni, Imam Ramli dan beberapa ulama Syafi’iyyah lainnya.”

Menurut ulama Sydfiiyyah dan sekaligus juga merupakan pendapat
ulama Hanabilah rukun talak itu ada lima:

1. Mutalliq (suami)
Lafal (kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak)
Qasd (ada unsur kesengajaan dalam mengucapkan lafal talak)

Mahal (objek talak yaitu istri)

ok WD

Wilayah ‘ala al-mahal (menguasai objek talak dalam arti wanita
yang ditalak tersebut masih sah sebagai istrinya)

Dalam menetapkan syarat-syarat yang terpenuhi untuk keabsahan
talak ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara
umum, mereka dapat dikelompokkan kepada Hanafiyyah dan selain
Hanafiyyah.

Syarat talak menurut mazhab Hanafi juga hanya satu yaitu
pernikahan. Tanpa adanya pernikahan legalitas talak tidak mungkin
terwujud sebagaimana tanpa talak iddah tidak akan ada.’® Dengan
adanya kata-kata pernikahan sebenarnya suami istri sudah inklusif di

51 Abu Hamid al-Ghazali, al-Wajiz fi al-Figh Imam al-Syafi’i (Beirut: Syirkah
Dar al-Arqam, 1997) Jld. II, hlm. 59, Muhammad bin al-Khatib al-Syarbayni, Mughni
al-Muhtgj ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj, hlm. 368.

52 Tbn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar, hlm. 472.
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dalamnya sebab suatu pernikahan tidak mungkin terjadi tanpa ada
calon suami istri. Dalam uraian selanjutnya ditemukan suatu pernyataan
bahwa mahal-nya adalah wanita yang dinikahi sedang ahlu-nya suami
yang berakal, baligh dan sedang dalam keadaan sadar.>

Berdasarkan hal di atas, walaupun syarat talak menurut ulama
dari kalangan Hanafiyyah hanya satu namun kalau dirinci lagi dapat
diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu syarat yang terdapat pada
suami, syarat yang terdapat pada istri dan syarat yang terdapat pada
rukun lafal itu sendiri.

1. Syarat-syarat yang terdapat pada suami
Adapun syarat-syarat yang terdapat pada suami itu adalah:
a. Suami mesti orang yang berakal

Oleh karena itu orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya, sebab
keduanya tidak berakal, sementara berakalnya seseorang merupakan
syarat kelayakan untuk melakukan tindakan hukum.>* Ketentuan
ini disandarkan kepada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh
‘Aisyah:
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Diriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Ada tiga golongan yang dimaafkan, yaitu orang tidur hingga ia
bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia
ingat atau sadar.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Mengenai orang yang mabuk, terjadi perbedaan pendapat di kalangan
ulama Hanafiyyah terhadap sah atau tidaknya talak yang dijatuhkannya.
Menurut al-Kasani, talaknya sah sehingga mempunyai kekuatan
hukum sebagaimana ungkapannya:

53 Tbn ‘Abidin, Radd al-Mukhtdr, hlm. 431.

54 Al-Kasani al-Hanafl, Bada ‘i’ al-Sana'i’, JId.IV, hlm. 213.

55 Ibn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, hlm. 353,
Abu Dawid Sulayman bin al-Asy’as, Sunan Abi Dawid, J1d. II, hlm. 790.
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“Menurut kami (dalilnya) adalah keumuman firman Allah ‘Azza
wa Jalla: Talak itu dua kali, sehingga firman Allah Swt: jika ia
menjatuhkan talaknya maka tidak halal wanita tersebut baginya
setelah itu sampai ia menikah dengan orang lain tanpa merincikan
antara orang mabuk dengan lainnya.”

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah yang lain, seperti Abu Ja’far
al-Tahawi, Aba al-Hasan al-Karkhi, Aba Yasuf dan Zufar, talak orang
yang mabuk tersebut tidak sah, sebagaimana yang dikutip oleh
Ibn Qayyim al-Jawziyyah sebagai berikut:
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“Di antara ulama yang berpendapat tidak berlakunya talak orang
yang mabuk dari kalangan Hanafiyyah adalah Aba Ja'far al-Tahawi
dan Abu Hasan al-Karkhi. Pengarang Kitab al-Nihayah meriwayatkan
pendapat yang sama dari Abu Yusuf dan Zufar.”

Al-Marghinan1 (Hanafiyyah) juga berpendapat bahwa talak orang
yang mabuk tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum,
sebab ia dianggap sama kondisinya dengan orang yang kehilangan
akal lainnya.”®

Menurut ulama Hanafiyyah talak orang yang dipaksa juga dianggap
sah sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:
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56 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 213.
57 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Jeddah:

Dar Ibn al-Jawzi, 1423H), Jld. V, hlm. 454. Lihat juga: al-Zuhayli, al-Figh al-Islami
wa Adillatuh, hlm. 366.

8 Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidani al-

Marghinani, al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi®, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah,
1990), Juz 1, hlm. 251.

59 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 214.
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"Adapun mengenai keadaan suami yang tidak terpaksa, menurut
sahabat kami bukanlah merupakan syarat sedangkan menurut al-
Syafi’t sebagai syarat. Oleh karena itu, talak orang yang dipaksa
sah menurut kami, sedangkan menurut (al-Syafi’) tidak sah"

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyyah di atas, Jumhir ulama
berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tersebut tidak sah
karena dia tidak bermaksud menjatuhkan talak. Maksudnya hanya
untuk menyelamatkan dirinya.®

Berbeda dengan pendapat Jumhur ulama juga, ulama Hanafiyyah
berpendapat bahwa kondisi kesehatan dan Islamnya suami tidak
termasuk syarat keabsahan talak. Oleh karena itu, talak orang yang
sakit dan orang kafir tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.®*
Selain itu, para ulama dari kalangan Hanafiyyah juga berbeda pendapat
dengan Jumhiir ulama mengenai adanya unsur kesengajaan sebagai
syarat keabsahan talak. Menurut ulama Hanafiyyah adanya unsur
kesengajaan tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, menurut ulama
Hanafiyyah, apabila suami tersebut tersalah sehingga mengucapkan
lafal talak, maka talaknya sah. Begitu juga dengan talak orang yang
bersenda gurau dan bercanda, talak mereka dianggap sah.®®> Dasarnya
adalah hadis Aba Dawud:
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Dirtwayatkan dari Abi Hurayrah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah
saw: “Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan main-mainnya

juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (HR. Aba Dawud)
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Suami itu tidak dungu, bingung, pitam ataupun sedang tidur.**

Dasar hukum tidak sahnya talak orang dungu dan bingung tersebut
adalah hadis Nabi saw berikut:

60 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jld. VII, hlm. 354.

61 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 215.

62 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 214.

3 Abt Dawud Sulayman bin al-Asy’as, Sunan Abi Dawud, Jld. 11, hlm. 447.
64 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 214.
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Diriwayatkan dari Abi Hurayrah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah
saw: "Setiap talak boleh kecuali talak orang dungu yang tertutup
akalnya." (HR. al-Tirmidht)

Sedangkan dasar hukum tidak sahnya talak orang pitam dan orang
tidur itu adalah hadis Nabi saw yang menjelaskan bahwa ada tiga
golongan orang yang dibebaskan dari dosa, yaitu: a) Orang tidur
hingga bangun, b) Anak kecil hingga dewasa dan c) Orang gila
hingga ia sembuh sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

c.  Suami itu telah baligh.*® Oleh karena itu, apabila anak kecil menjatuhkan
talak maka talaknya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada
dua hadis yang telah disebutkan di atas.

d. Suami itu mesti berniat untuk menjatuhkan talak, jika ia meng-
gunakan lafal kindyah.®” Sebenarnya untuk persyaratan ini seluruh
ulama mensyaratkannya,”® namun terjadi perbedaan pendapat
yang cukup prinsipil antara ulama Syafiiyyah dan ulama Hanafiyyah
tentang penetapan lafal-lafal yang termasuk kategori kinayah
tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Syarat-syarat yang terdapat pada Wanita (istri)

Syarat-syarat yang terdapat pada wanita (istri) adalah bahwa wanita
tersebut masih berstatus sebagai istrinya atau masih berada dalam masa
‘iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan
talak kepada wanita yang bukan istrinya atau tidak berada dalam masa
‘iddah maka talaknya tidak sah.”” Ketentuan ini berdasarkan hadis
Nabi saw:

6 Muhammad bin ‘Isa, Sunan al-Tirmidhi (Riyad: Maktabat al-Ma’arif, T.t),
hlm. 283.

66 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 214.

67 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 216.

6 Wahbah Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, J1d. VIL, hlm. 366-368.

%%al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jld. IV, hlm. 226.
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“Dari ‘Amru bin Syu’ayb, dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata
bahwa Nabi saw pernah bersabda: tidak ada (kewajiban menunaikan)
nazar bagi anak adam (manusia) terhadap nazar yang belum ia miliki,
tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki

dan tidak ada hak talak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki.“
(H.R. Abli Dawud dan al-Tirmidhi men-sahih-kannya).

Syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri (lafal yang
menunjukkan makna talak). Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Lafal tersebut tidak diiringi oleh istithna® (pengecualian), baik
pengecualian tersebut bersifat wad’i maupun ‘urfi. Demikian menurut
Jumhiir ulama, kecuali Imam Malik yang mentolerir pengecualian
yang menggunakan huruf istithna' seperti: ¥, s dan lain-lain,
sedangkan pengecualian yang bersifat ‘urfi adalah pengecualian
yang tidak menggunakan huruf istithna' namun mengaitkannya
dengan kehendak Allah Swt (menggunakan kalimat b5z )).”

b. Lafal tersebut tidak ada madrub fih. Apabila ada madrub fih maka
tidak jatuh dan yang jatuh hanya madrib saja menurut Aba Hanifah,
Abu Yusuf, dan Muhammad. Sedang menurut Zufar, tidak adanya
madrab fih bukan syarat. Oleh karena itu menurutnya, apabila
dalam kalimat yang menjatuhkan talak itu ada madrib fih-nya maka
jatuh talak sesuai madrib dan madrub fih, misalnya seorang suami
berkata kepada istrinya: “Kamu ditalak satu kali dua, kamu ditalak
satu kali tiga atau kamu ditalak dua kali dua”. Namun contoh di
atas, madrub fih-nya adalah dua, tiga dan dua.” Jadi apabila seorang
suami menjatuhkan talak istrinya dengan kalimat seperti di atas,

70 Abt Dawuad Sulaiman bin al-Asy’as, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar Ibn
Hazm,1997), Jid. II, hlm. 445.

71 Muhammad bin ‘Isa, Sunan al-Tirmidhi, hlm. 281.

72 Al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jld. IV, hlm. 330.

73 Al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jld. IV, hlm. 348.
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maka menurut Aba Hanifah, Abu Yasuf dan Muhammad talaknya
tidak sah. Namun menurut Zufar talaknya sah sehingga pada contoh
pertama talaknya jatuh 2 (1 x 2), pada contoh kedua talaknya
jatuh 3 (1 x 3) dan pada contoh ketiga talaknya jatuh 4 (2 x 2).
Adapun menurut ulama Syafi’iyyah, hukumnya tergantung kepada
yang diniatkannya.”*

c. Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa ila" yaitu
empat bulan yang merupakan syarat terjadinya talak dengan

cara ila" dan talak tidak jatuh sebelum masa tersebut berakhir.”

Demikianlah rukun dan syarat-syarat talak menurut ulama Hanafiyyah
agar talak yang dijatuhkan dapat dianggap sah dan memiliki implikasi
hukum. Adapun menurut Jumhiir ulama, disyaratkan pada setiap rukun
talak yang telah dikemukakan di atas beberapa syarat:

1. Syarat-syarat yang terdapat pada mutalliq (orang yang menjatuhkan
talak) adalah:

a.

Orang yang menjatuhkan talak tersebut mesti mempunyai
hubungan pernikahan dengan orang yang dijatuhkan talak.”
Maksudnya, talak itu dijatuhkan oleh seorang suami kepada
istrinya yang sah. Adapun dasarnya adalah hadis Nabi saw:
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“Diriwayatkan dari Miswar bin Mahramah, diriwayatkan dari
Nabi saw pernah bersabda: tidak ada talak kecuali setelah

ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali
setelah ada kepemilikan.” (H.R. Ibn Majah).

Suami tersebut mesti orang yang mukallaf. Oleh karena itu,
tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila dan anak
kecil, baik yang belum mumayyiz maupun yang telah mumayyiz.

74 Abu Hamid al-Ghazali, al-Wajiz fi Figh al-Imam al-Syafi’i, hlm. 61.

75> Al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jld. IV, hlm. 349.

76 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jld. VII, hlm. 357.

77 Tbn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, hlm. 353.
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Hanya ulama Hanabilah yang menyatakan sahnya talak mumayyiz
walaupun umurnya belum sampai 10 tahun.”

¢. Jumhur ulama juga sepakat berpendapat bahwa ikhtiyar-nya
suami termasuk syarat keabsahan talak. Oleh karena itu, talak
yang dijatuhkan suami dalam keadaan terpaksa tidak sah. Di
samping itu, khusus ulama Malikiyyah mensyaratkan suami
mesti seorang Muslim.” Talak yang dijatuhkan oleh suami
yang berada dalam keadaan sangat marah juga tidak sah dan
karenanya tidak mempunyai kekuatan sekaligus implikasi
hukum.®

Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan adalah
bahwa suami berniat untuk menjatuhkan talak apabila ia tidak
mengucapkan lafal talak dengan lafal sarih.®!

Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau istri
adalah bahwa istri tersebut memang benar istrinya bukan istri
orang lain walaupun belum digaulii, atau istrinya tersebut masih
berada dalam masa ‘iddah talak raj’i sebab talak raj’i tidak meng-
hilangkan ikatan pernikahan, kecuali ‘ddah-nya habis.®

Syarat yang terdapat pada al-wilayah ‘ala mahal al-taldg (menguasai
tempat menjatuhkan talak) yang dikemukakan oleh ulama Syafiiyyah
dan Handabilah. Syarat ini menurut ulama Syafiiyyah dan Hanabilah
berfungsi untuk menjelaskan fura’ dari rukun yang ketiga terdahulu,
yaitu mahal al-talaq. Maksudnya, syarat ini menjelaskan hukum
menjatuhkan talak kepada wanita yang belum menjadi istrinya.®
Menurut ulama Sydfiiyyah dan ulama Hanabilah, apabila seorang
laki-laki berkata kepada seorang wanita: 3Jb eols e, ) (ika

aku menikahimu maka engkau tertalak), maka talaknya tidak sah.

78 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, J1d. VII, hlm.351.
72 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm.354.
80 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 352.
81 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 368.
82 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 357.
83 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 361.
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Sebab laki-laki tersebut tidak menguasai wanita itu, dan karenanya
tidak memenuhi rukun ke-empat ini.

Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah yang tidak menjadikan
poin ini menjadi rukun, berpendapat lain tentang pengaitan talak
atas kepemilikan tersebut. Menurut ulama Hanafiyyah, talaknya
jatuh jika laki-laki itu menikahi wanita tersebut. Sementara ulama
Malikiyyah berpendapat, apabila laki-laki itu mengucapkan lafal
tersebut secara umum kepada seluruh wanita seperti pada contoh
di atas maka talaknya tidak jatuh, namun jika ia mengkhususkannya
seperti laki-laki itu tersebut berkata: oo~ ,Tumgi.gw[q? 433151 00 B
&b 8 1S (setiap wanita yang aku nikahi dari Bani Fulan atau

dari negeri anu maka ia tertalak), maka jatuh talaknya.®* Adapun
alasan pembedaan antara lafal yang bersifat umum dan khusus
oleh ulama Malikiyyah itu adalah istihsan bi al-maslahah.®

Syarat yang terdapat pada lafal adalah:

a. Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi
maupun ‘urfi atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang
dapat difahami.

b. Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu
meskipun menggunakan bahasa asing.

c. Lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.
Misalnya suami berkata, “istriku tertalak.” atau “kamu ditalak.”

d. Tidak merasa ragu pada jumlah talak atau pada lafal talak
yang diucapkan. %

84 Wahbah Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 362.
85 Istihsan adalah: "Dalil yang menyalahi qgiyas yang zahir yang didahului prasangka

sebelum diadakan pendalaman terhadap Dalil itu, namun setelah diadakan penelitian
yang mendalam terhadap Dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang
sama dengan itu, ternyata bahwa Dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh
karenanya wajib diamalkan. Lihat: Amir Syarifuddin, Usil Figh, (Jakarta: Logos Wacana
IImu, 1999), Jid 2, hm. 307. Adapun macam-macam istihsan adalah: Istihsan bi al-
nas, istihsan bi al-maslahah, istihsan bi al'urf dan istihsan bi al-darurah. Lihat:
Nasrun Haroen, Usul Figh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), Jld 1, hlm. 105-108.

86 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 366.
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Demikianlah rukun dan syarat talak menurut Jumhir ulama. Adapun
mengenai saksi talak, Jumhir ulama termasuk di dalamnya para ulama
fikih mazhab yang empat sepakat bahwa saksi itu tidak termasuk rukun
atau syarat sah talak. Menurut mereka talak itu tidak membutuhkan saksi
bahkan sebagian mereka menganggapnya sudah mencapai level ijmak.
Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Syawkani dalam kitabnya Nayl al-Awtar

:g.STe"v[mM. 2 e 1528515 GMRI 3 5LtV s ove dEELE Y55 035
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“Telah terdapat ijmak tentang tidak wajibnya keberadaan saksi dalam
talak. Para ulama sepakat hukumnya hanya istihbab, yaitu dalam talak.”

Berikut ini dipaparkan beberapa ungkapan ulama yang menyatakan
tidak diperlukannya saksi dalam talak:

1. Ulama Hanafiyyah

Al-Jassas salah satu ulama fiqih sekaligus ahli tafsir di kalangan
Hanafiyyah menafsirkan QS al-Talaq (65) ayat 2 menjelaskan di dalam
kitab tafsirnya Ahkam Al-Qur ' an sebagai berikut :
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“Perceraian itu sah meski tanpa persaksian.”

Al-Syarakhsi salah satu ulama besar dalam mazhab Hanafiy menuliskan
dalam kitabnya Al-Mabstit sebagai berikut:
ng‘,‘ﬂwﬁ)ﬂ\&awy‘;

“Kemudian persaksian atas perceraian itu hukumnya mustahab, bukan
wajib.”

Ibn ‘Abidin termasuk salah satu tokoh ulama rujukan dalam
mazhab Hanafiyyah juga tidak mewajibkan saksi dalam talak dan

8 Muhammad ibn Ali al-Syawkani, Nayl al-Awtar, (Beirut: Dar al-Khair, 1996),
Jid. 111, hlm. 681.

88 Abti Bakar Ahmad bin ‘Ali al-Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur' an, Jid. V, hlm.350

89 Syams al-Din Al-Syarakhsi, Kitab al-Mabsit, Jid. VI, hlm. 19
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hukumnya hanya sunnah. Hal itu bisa dikonfirmasi dalam kitabnya
Rad al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Absar.

2. Ulama Malikiyyah
Ibn ‘Abdil Barr salah satu ulama besar dalam mazhab Maliki

menyebutkan dalam kitabnya Al-Kafi fi Figh Ahli al-Madinah al-Maliki
sebagai berikut :

s ool 30y okl 81 e ute Lo 3 ey o 3301 e 5L,
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“Persaksian dalam talak itu bukan wajib atau fardu menurut Jumhir
ulama, tetapi hukumnya nadb dan irsyad.”

3. Ulama Syafi’iyyah

Ulama Sydfi’iyyah secara tegas mengatakan bahwa talak itu
tidak membutuhkan saksi. Mereka menegaskan hal tersebut dalam
beberapa kitab, seperti Imam ‘Imad al-Din Bin Muhammad al-Tabari
yang dikenal dengan Al-Kiya Al-Harrasi salah seorang ulama tafsir di
kalangan Syafiiyyah menuliskan dalam kitab tafsirnya Ahkam Al-
Qur'an ketika menjelaskan QS al-Talaq ayat 2 sebagai berikut :

© 341 Gt g ) GUBI ) 81 | Y sle Ml Y sl de
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“Ayat ini menunjukkan keharusan adanya saksi, namun saksi tidak
relevan dalam masalah talak. Yang diperlukan saksi justru pada rujuk
dimana bila terlambat merujuknya menjadi tidak boleh merujuk lagi.
Maka zahir-nya perintah (saksikanlah) itu untuk rujuk dan bukan
untuk talak.”

% Tbn ‘Abd al-Bar al-Namri al-Qurtubi, Al-Kafi fi figh ahl al-Madinah al-MalikT,
hlm. 264

91 Al-Kiya al-Harrasi, Ahkam al-Quran, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983)
Jld. TI cet. ke-1, hlm. 420.
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Bahkan Imam al-Ramli dalam kitabnya Nihayat al-Muhtaj ketika
menjelaskan tentang hukum kesaksian dalam rujuk dan mengutip ayat
,.’(,.5 Jié 33 \,S.g.ﬁ;, beliau mengatakan: “pemalingan makna amr
menjadi nadb dalam ayat di atas adalah karena menurut ijmak saksi
dalam talak hukumnya tidak wajib.”?

4. Ulama Hanabilah.

Ibn Taimiyah menegaskan di dalam Majmu’ al-Fatawa bahwa talak
itu tidak memerlukan saksi, seraya menegaskan adanya sebagian
kalangan yang keliru dalam memahami nas Al-Quran.

Ve gD Y s U G155, MR o sle T AN (o (B 3,
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Sebagian orang menganggap bahwa saksi itu harus ada dalam talak
dan bahwa talak tanpa saksi itu tidak jatuh. Padahal pandangan seperti
ini menyalahi ijmak bahkan menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Dan
tidak ada satu pun ulama masyhur yang mengatakannya. Pertama bahwa
talak itu diizinkan dan kedua tidak ada perintah untuk adanya saksi.

Kesimpulannya Jumhiir ulama telah sepakat bahwa untuk jatuhnya
talak tidak dibutuhkan saksi. Di antara alasan yang dikemukakan
Jumhir ulama untuk menguatkan pendapat mereka adalah:

1. Tidak ditemukan riwayat dari Nabi saw atau sahabat yang menyatakan
saksi dalam talak merupakan syarat legalitas dalam perceraian,
padahal perceraian banyak terjadi pada masa itu. Menjadikan
saksi sebagai syarat legalitas perceraian berarti menambah suatu

ketentuan tanpa dalil yang kuat.”

92 Tbn Syihab al-Din al-Ramli, Nihdyat al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 2003) Jld. VII, cet ke-3, hlm. 59.

% Ibn Taymiyah, Majma’ al-Fatawa, JId. 111, hlm. 33

9 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, t.t), hlm. 430
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2. Maksud “firag” yang termaktub dalam ayat 2 dari surah al-Talaq
adalah menceraikan istri hingga selesai masa ‘iddah-nya. Jadi
penyebutan kesaksian dalam ayat tersebut setelah adanya kata-
kata talak menunjukkan bahwa kesaksian bukan merupakan syarat
sahnya talak.

3. Alasan lain yang dikemukakan adalah karena talak merupakan
hak mutlak suami sehingga tidak mesti dipersaksikan dan boleh
menjatuhkannya tanpa harus melalui izin dari istri.”®

Ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa kesaksian dalam talak
mandiib karena dianalogikan kepada jual beli®® sebagaimana termaktub
dalam QS Baqarah (2) ayat 282: B

2 a (4% s 2%
253151 0e 13

Artinya: “Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli.”

Wajh al-dilalahnya bahwa kesaksian dalam jual beli diperintahkan
dalam ayat di atas namun para ulama sepakat bahwa kesaksian dalam
jual beli hukumnya tidak wajib sehingga dalam talak juga demikian.

Berbeda dengan Jumhir ulama yang menyatakan tidak diperlukannya
saksi dalam talak, sebagian ulama lainnya seperti Ibn Hazm dan
Syr’ah Imamiyah justru mensyaratkan adanya saksi untuk jatuhnya
talak.”” Ibn Hazm tokoh mazhab Zahiri menggunakan makna zahir
dari ayat kedua surah al-Talaq.
AIOR A RO SE ST HE

NEAEAIRET SN
Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. al-Talaq (65): 2)

rd
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9 Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Rawa’i al-Bayan, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah
2012) Jid. 11, hlm. 560.

96 Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Rawa’i al-Bayan, J1d. II, hlm. 560

%7 Ahmad al-Hasari, al-Wilayah al-Wasayah, Talaq fi al-Figh al-Islami li Ahwal
al-Syakhshiyyah, (Beirut: Dar al-Jayl, 1992), cet. ke-2, hlm. 653.
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Kalau dilihat secara lahiriyah ayat ini memang ada perintah:
“persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil.” Kalimat inilah
yang digunakan Ibn Hazm sebagai syarat sah talak di dalam kitabnya
Al-Muhalla bi al-Athar.®
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Orang yang menalak istri atau merujuk istri tanpa disaksikan dua
orang saksi yang adil termasuk menentang ketentuan Allah. Padahal

Rasulullah saw bersabda,”Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak
sesuai dengan ketentuan kami, maka perbuatannya tertolak.”

Selain itu Ibn Hazm juga menggunakan hadis nabawi dalam
hujjah-nya:

s, 0 9 % g o, ey 2 200,01 83 02 oo e
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Rasulullah saw ditanya oleh seseorang yang menalak istri lalu
menyetubuhinya tanpa ada saksi, kemudian merujuknya tanpa ada
saksinya. Beliau saw menjawab,”’Kamu menalak tidak sesuai sunnah,
kamu merujuk tidak sesuai sunnah. Datangkan saksi kalau kamu
menalak atau merujuk dan jangan ulangi.” (HR. Ibn Majah)

Argumentasi yang dikemukakan oleh Jumhir ulama bahwa amar
dalam ayat ke-2 dari surah al-Talaq li al-nadb dibantah oleh Ibn Hazm.
Beliau mengatakan bahwa amr dalam ayat tersebut li al-wujib (menunjukkan
wajib) bukan li al-nadb (sunat), karena pemisahan kata-kata rujuk,
talak dan kesaksian mengandung makna yang padu artinya talak dan
rujuk tidak boleh dipisahkan dari kesaksian. Kemudian kata ma’raf
yang ada dalam ayat tersebut menurutnya juga mendukung makna
amr dan pentingnya saksi. Kata ma’rif berkonotasi memberitahukan
kepada istri yang dijatuhi talak dan juga pemberitahuan kepada keluarga

%8 Ibn Hazm al-Andalusi, Al-Muhalla bi al-Athar, Jid. X, hlm. 17.
99 Ibn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, hlm. 350.
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istri. Apabila pemberitahuan ini tidak dilakukan berarti talaknya tidak
dipandang ma’rif tetapi mungkar.'®

Sedangkan ijmak yang dijadikan garinah oleh sebagian ulama
untuk memalingkan makna amr dari wajib menjadi sunat tampaknya
juga tidak representatif karena secara faktual para Ulama sendiri telah
berbeda pendapat tentang apakah amr dalam surah al-Talaq ayat 2
tersebut menunjukkan wajib atau sunat. Padahal pengertian ijmak
menurut Jumhir ulama adalah konsensus (kesepakatan) seluruh mujtahid
dari umat Muhammad saw pada suatu masa setelah wafatnya Nabi
saw tentang hukum syariat.'®!

Adapun argumentasi bahwa hak talak adalah hak suami secara
mutlak dan mereka menganalogikannya dengan jual beli sehingga
jika suami ingin melepaskan hak miliknya tidak harus ada saksi,
argumentasi tersebut dapat diterima jika memang pelepasan hak itu
tidak menimbulkan kerusakan. Akan tetapi jika perbuatan itu diduga
kuat akan menimbulkan kerusakan baik bersifat individu atau komunal
maka harus dilakukan upaya pencegahan (preventif) sebab kerusakan
itu menurut ketentuan harus dicegah (la darara wa la dirara). Di
samping itu menganalogikan talak dengan jual beli dari segi pelepasan
hak juga kurang tepat karena pelepasan hak talak menimbulkan masa
‘iddah bagi istri sedangkan pelepasan hak pada jual beli berakibat
hilangnya hak kebendaan bagi penjual dan timbulnya hak terhadap
benda yang dibeli bagi yang membeli. Selain itu talak adalah pelepasan
hak dari suami yang hanya dapat ditujukan kepada istrinya, sedangkan
pelepasan hak dalam jual beli dilakukan oleh penjual kepada setiap
orang. Dengan demikian penganalogian talak dengan jual beli berkaitan
dengan kesaksian tidak relevan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis lebih cenderung menguatkan
pendapat yang mengatakan bahwa kesaksian dalam talak itu wajib
karena selain memiliki dalil yang kuat, disyaratkannya kesaksian dalam
talak lebih dapat mendatangkan kemaslahatan sebab tampilnya saksi

100 Tbn Hazm al-Andalusi, Al-Muhalla bi al-Athar, Jid. X, hlm. 21.
101 Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986),
Jid. 1, hlm. 491
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yang adil tidak akan bisa dilepaskan dari pemberian nasihat yang
baik yang ditujukan kepada suami istri sehingga bisa menjadi jalan
keluar dalam permasalahan yang mereka hadapi sekaligus upaya
terakhir untuk mencegah terjadinya talak yang merupakan hal yang
amat dibenci Allah Swt.

E. Otoritas Suami dalam Penjatuhan Talak

Dalam khazanah fikih mazhab, hak untuk menjatuhkan talak hanya
dimiliki suami. Istri tidak memiliki hak dan kewenangan dalam hal
penjatuhan talak. Ini berarti bahwa kendali terjadinya perceraian ada
di tangan suami. Suami memegang otoritas dan peran yang luar
biasa dalam mengamankan tali ikatan pernikahan. Terjadinya talak
atau tidak, sepenuhnya ada di tangan suami.

Kuatnya otoritas suami dan lemahnya posisi istri dalam masalah
talak ini dapat ditemukan melalui ungkapan-ungkapan para ulama
mazhab di berbagai kitab klasik.

1. Di dalam kitab Bada'i’ al-Sana i’ karya Imam al-Kasani al-Hanafi
disebutkan:

] L el Y T o elle 5o 2 3V a3 V5Tl

“Bahwasanya wanita tidak memiliki hak/wewenang untuk
menjatuhkan talak karena hak tersebut miliki suami bukan istri.”

2. Didalam kitab al-Muntaqa karya Imam al-Baji al-Maliki disebutkan:
1039@[&%@30\‘Uu&’tﬂbuw\e\lﬁc,)ﬂu\

“Sesungguhnya suami memiliki hak talak berdasarkan ketetapan
syara’ maka ia berhak menjatuhkannya sesuai keinginannya.”

3. Di dalam Kitab Mughni al-Muhtdj karya Khatib al-Syarbayni al-
Syafi’1 disebutkan:

102 g]-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 314
108 Sulayman bin Khallaf Al-Baji, al-Muntaqa Syarh Muwatta’ Malik, (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Jid. V, hlm. 212
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“Disyaratkan untuk berlakunya (sahnya) talak adalah talak itu
dilakukan oleh suami atau yang mewakilinya maka tidak jatuh
talak yang dilakukan oleh orang lain yang bukan suaminya.”

Di dalam kitab al-Hawi al-Kabir karya Imam al-Mawardi disebutkan:

ey 5 SEVIERYLT 530 VIR Y VL)

“Talak itu tidak sah kecuali yang dilakukan suami dan talak tidak
jatuh kecuali yang dilakukan terhadap istri.”

Di dalam kitab Kasysyafu al-Qina’ karya Imam al-Bahati al-
Hanbali disebutkan:
ST nb o TY . T M e

“Dan talak itu sah jika dilakukan suami.....tidak sah dilakukan
selain suami atau wakilnya.”

107

Adapun yang menjadi dasar dari pendapat ulama mazhab di atas

adalah:

1.

Nas-nas Al-Quran yang membahas tentang talak semuanya menyandarkan
penjatuhan talak kepada suami bukan kepada istri. Hal ini dapat
terlihat dari beberapa ayat berikut ini:
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104 al-Syarbaini, Mughni al-Muhtgj, hlm. 369
105 AlT bin Muhammad al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘lmiyah, 1994), Jid. X, hlm. 113

1%Mansur bin Yanus bin Idris al-Bahati, Kasysyaf al-Qina’ ‘an Matan al-Ignd’,

Beirut:‘Alam al-Kutub,1997), Jld. IV, hlm. 206

107 al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina’, hlm.188
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Artinya: Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia
kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’rif, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’rif (pula). Janganlah
kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan
demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian,
maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan
ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (al-Sunnah). Allah memberi
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan
bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu
habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat
kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’rif. Itulah yang
dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Seluruh ayat-ayat di atas khitab-nya ditujukan kepada suami
bukan kepada istri. Ini artinya yang memiliki hak dan wewenang
untuk menjatuhkan talak itu adalah suami bukan istri.

Surah al-Baqarah (2): 228

wfi» ‘uGJd-?%Jﬁ
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Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya
dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’riuf. Akan tetapi para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut al-Suyati menukil riwayat ‘Abdun bin Hamid dan Ibn
Abt Hatim dari Abi Malik bahwa yang dimaksud dengan derajat
adalah hak talak suami dalam pengertian suami boleh menalak
sedangkan istri tidak. '® Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-
Hawi al-Kabir juga mengatakan bahwa salah satu takwil dari firman
Allah ‘5.;;3 Qgéé g[;;u,; adalah sesungguhnya laki-laki (suami)
memiliki hak menjatuhkan talak sedangkan istri tidak memilikinya.'®

3. Hadis Nabi saw:
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Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang
datang kepada Nabi saw dan berkata wahai Rasul, sesungguhnya
tuanku telah menikahkanku dengan budaknya dan sekarang dia
ingin memisahkan aku dengan istriku. Maka Rasul naik ke mimbar

108 Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Dur al-Manthir fi al-Tafsir al-Ma’thar, (Beirut: Dar
al-Kutub al-Tlmiyah, 2000) Jid. I, hlm. 494.

109 al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, JId. 10, hlm. 113.

110 Tbn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, hlm 360.
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dan berkata: “Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan
salah seorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya
dengan budak perempuannya kemudian ingin memisahkan antara
keduanya. Sesungguhnya talak itu hak orang yang mengambil
kendali (suami).” (HR Ibn Majah)

Menurut Imam al-Suyiiti bahwa kata gl&) dalam hadis di atas

merupakan kiasan dari jima’ artinya orang yang memiliki hak talak
itu adalah orang memiliki hak untuk menjima’ istrinya yaitu suami.''!

Dari keseluruhan dalil-dalil di atas kemudian menghasilkan
buah ijtihad dari para ulama bahwa hanya laki-laki yang mempunyai
hak talak dan istri adalah objek dari talak. Maka tidak heran jika
dalam kosa kata yang dalam kitab fikih mazhab sering ditemukan
kalimat anti talig dan bukan kalimat anti taligah untuk menyebutkan
istri yang ditalak. Kalimat talig ini merupakan bentuk ism mugzakkar
namun diperuntukkan bagi perempuan adalah merupakan sebuah
pernyataan bahwa tidak ada manusia berjenis kelamin lain yang dapat
dijatuhi talak kecuali perempuan.

Diletakkan hak penjatuhan talak itu di tangan suami menurut para
ulama disebabkan dua hal, pertama, pada umumnya, secara psikologis
perempuan lebih mengedepankan perasaan, sedangkan perasaan perempuan
cukup lembut, sehingga apabila perempuan (istri) mempunyai hak
talak ia akan mudah mengucapkannya meskipun hanya dengan sebab
yang sepele atau alasan yang tidak signifikan. Kedua, kaum laki-laki,
dalam hal ini adalah suami mempunyai tanggung jawab yang besar,
mulai dari mahar, nafkah, nafkah pada waktu ‘iddah dan lain-lain.'"?

Walaupun otoritas talak berada di tangan suami namun fikih
mazhab masih memberikan hak kepada istri untuk meminta talak
kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan
sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi, kemudian
atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan

11 Jalal al-Din al-Suyuti, Syarh Sunan Ibn Majah, (Yordania: Bayt al-Afkar al-
Dawliyah, 2007) hlm. 815.
112 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 347
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istilah khuluk (talak tebus).!'® Kebolehan khuluk ini disebutkan dalam
QS al-Baqarah (2) ayat 229:
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“... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir

bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum

Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan

oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat di atas merupakan dasar hukum kebolehan khuluk dan penerimaan
'iwad (imbalan) oleh suami. Pengambilan tebusan oleh suami terhadap
istrinya, seperti suami dalam pernikahan telah memberikan perhiasan
berharga atau telah membelikan rumah dengan diatasnamakan istri,
dan sebagainya. Dipandang adil apabila istri mengembalikan sebagian
atau seluruh barang-barang tersebut ketika istri minta diceraikan
sementara suami masih mencintainya. Syari’at Islam menitikberatkan
kepada asas keadilan dan kemaslahatan, jangan sampai ada kezaliman
dan penipuan. Suami jangan dirugikan oleh istri yang mencari-cari
keuntungan dalam pernikahan, yaitu minta dibelikan barang-barang
mahal kemudian ia minta cerai, sehingga suami menderita materiil
dan moril, menderita lahir dan batin.

Adapun dasar hukum khuluk dari hadis, antara lain hadis riwayat
al-Bukhar1 dari Ibn ‘Abbas mengenai istri Thabit bin Qays bin Syams
yang bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah saw. mengadukan
perihal hubungan dirinya dengan suaminya. Peristiwa ini sebagaimana
dijelaskan dalam hadis berikut:

113 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 347
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Dari Ibn ‘Abbads, ia berkata: Istri Thabit bin Qays datang kepada Nabi
saw, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela
dia (suamiku) tentang akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai
kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah saw bertanya, “Maukah
kamu mengembalidan kebunmu kepadanya?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu
Rasulullah saw bersabda (kepada Tsabit:” Terimalah kebunmu itu dan
talaklah dia sekali.” (HR. Bukhari)

%

(VAN

Hadis di atas menjadi dasar dibolehkannya khuluk antara istri
dan sahnya 'iwad yang diambil suami dari istri. Tetapi para ulama
berbeda pendapat apakah untuk sahnya khuluk disyaratkan adanya
sebab atau tidak? Apabila suami bersedia menerima khuluk dan istri
menyerahkan harta agar suaminya bersedia menalak dirinya sedangkan
hubungan mereka tidak ada masalah, apakah khuluk tersebut sah?

Jumhiir Ulama termasuk mazhab yang empat mengatakan bahwa
khuluk dalam kondisi tersebut tetap sah dan berlakulah konsekuensi
dan akibat hukum yang dilahirkannya. Kendati demikian mereka
menyatakan bahwa khuluk seperti ini makruh hukumnya.'"® Khuluk
seperti ini menurut Jumhir sah asal dilakukan dalam keadaan sama-
sama sadar dan saling rela dan 'iwad itu halal bagi suami, berdasarkan
firman Allah dalam QS al-Nisa' ayat 4:
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"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian
itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

114 Al-Bukhari, al-Jami’al-Sahih, J1d. 11T, hlm.407
115 Muhammad Jawwad Mughniyyah, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah, Taheran:
Muassasat al-Sadiq, t.t) hlm. 422
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Sedangkan Imamiyyah dan Zahiriyyah mengatakan khuluk seperti

di atas tidak sah dan suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya

dengan cara seperti itu tidak berhak memiliki ‘‘wad (harta) yang

diserahkannya itu.''® Mereka berdalilkan pada QS al-Bagarah (2) ayat
229 di atas:
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Artinya: “..kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri)

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”

Dalam ayat di atas Al-Quran menggantungkan kebolehan membayar
tebusan pada kekhawatiran terjadinya kemaksiatan manakala pernikahan
dipertahankan. Selain itu, firman Allah dalam QS al-Nisa' (4) ayat 19
juga menguatkan makna ayat di atas:

Artinya: “terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”

Pendapat kedua ini menurut penulis lebih sesuai dengan asas
pernikahan yang ingin mempersempit terjadinya perceraian. Membolehkan
khuluk tanpa sebab akan memberikan kebebasan pada istri untuk
mengajukan khuluk dan bebas dari suaminya kapanpun ia mau dan
hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah saw :
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Diriwayatkan dari Thawban bahwa Rasulullah saw bersabda: “Wanita
mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan

116 Muhammad Jawwad Mughniyyah, al-Figh ‘ala al-Mazahib..., hlm. 422

117 Tbn Majah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Mgajah, hlm. 354, Sulaiman bin
al-Asy’as, Sunan Abi Dawid, Jid. 1T, hlm.354 , Muhammad bin ‘Isa, Sunan al-

Tirmidhi, hlm.282.
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(yang dibenarkan oleh syar’i), maka haram baginya mencium wangi
surga.” (HR. Aba Dawid, al-Tirmidhi dan Ibn Majah)

Selain hak khuluk, dalam fikih mazhab istri juga bisa memutuskan
pernikahannya apabila suami memberikan hak talak kepada dirinya
dan inilah yang dikenal dengan istilah tafwid. Apabila seorang suami
berkata istrinya, “ceraikanlah dirimu atau terserah dirimu” seraya
meniatkan untuk memberi kuasa talak kepadanya maka sesungguhnya
suami telah memberi hak kepada istri untuk menjatuhkan talak. Dengan
demikian istri berhak untuk memilih menjatuhkan talak yang telah
dikuasakan kepada dirinya atau tidak menjatuhkannya. Jika ia memilih
talak dengan mengatakan aku ditalak, aku menalak diri sendiri atau
aku memilih diriku, maka jatuhlah talak tersebut. Namun bila ia tidak
memilih untuk menjatuhkan talak maka talak tersebut tidak jatuh.

Dasar dari pensyariatan penyerahan kuasa talak kepada istri
adalah Firman Allah dalam QS al-Ahzab (33) ayat 28-29.
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Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu
menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar
kuberi kepadamu mut’ah dan aku ceraikankamu dengan cara yang baik.
Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat,

maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa
yang berbuat baik.”

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw memberikan hak
pilih kepada istri-istrinya untuk tetap berada dalam ikatan rumah
tangga atau mengakhirinya. Hal itu didasarkan kepada perintah Allah
setelah sebelumnya mereka meminta Nabi memberikan nafkah kepada
mereka dengan nafkah yang ia sanggupi. Artinya Nabi saw menyerahkan
keberlangsungan rumah tangga kepada istri-istrinya dan ini merupakan
pemberian kuasa.''® Jadi pemberian kuasa ini disyariatkan oleh Al-

118 gl-Kasani, Bada’i al-Sand’i, hlm. 258
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Quran. Oleh karena itu mayoritas fugaha menyatakan bahwa pemberian
kuasa untuk menjatuhkan talak itu diperbolehkan.

Namun pendapat ini ditentang oleh Mazhab Zahiriyyah di mana
mereka mengatakan bahwa pemberian kuasa itu tidak boleh.'"”
Alasannya, sikap tersebut sama saja dengan memberikan hak milik
talak kepada wanita sementara hak milik talak itu berada di tangan
laki-laki sesuai dengan sabda Nabi saw:

" lacnlsl ) GG BTG )

Artinya: “Sesungguhnya talak itu hak orang yang mengambil kendali
(suami).” (HR Ibn Majah)

Sementara tidak seorangpun yang dapat mengubah hukum syara’.

Alasan Zahiriyyah ini dibantah mayoritas fugaha dengan mengatakan
bahwa orang yang memiliki suatu hak berhak untuk memberikan hak
tersebut kepada orang lain.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam fikih mazhab
dominasi suami terhadap istri dalam hal talak sangat kuat. Walaupun
istri mempunyai hak dan kesempatan untuk bercerai dengan suaminya,
baik melalui khuluk ataupun tafwid yang diberikan suaminya namun
semua itu tidak akan sah dan berlaku tanpa persetujuan ataupun izin
suami. Artinya istri tetap menjadi pihak yang lemah dan tidak memiliki
hak apa-apa dalam menentukan masa depan pernikahannya.

F. Persetujuan Istri dalam Talak

Di dalam kitab-kitab fikih mazhab tidak ditemukan pembahasan
mengenai disyaratkannya persetujuan istri dalam penjatuhan talak.
Hanya saja kalau diteliti pendapat-pendapat para ulama mazhab ketika
membahas tentang hak penjatuhan talak sebagaimana telah dijelaskan
di atas dapat diketahui bahwa persetujuan istri tidak diperlukan karena
hak penjatuhan talak itu mutlak di tangan suami. Setelah sighah talak

119 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj.
Harits Fadly (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 346
120 Tbn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, hlm 360.
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diucapkan suami maka jatuhlah talak itu walaupun tanpa persetujuan
ataupun kesepakatan sebelumnya dengan istri. Seorang suami dapat
menceraikan istrinya tanpa adanya kewajiban untuk memberikan
berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap istri sebagai
sebuah otoritas yang ia miliki. Ibn ‘Abd al-Bar al-Qurtubi mengatakan:
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"Talak yang dijatuhkan ketika wanita menghadap masa ‘iddahnya
(masa suci yang belum digauli) diperbolehkan walaupun wanita tersebut
tidak menyukainya baik wanita tersebut buruk perangainya ataupun
tidak, baik sebelum digauli ataupun setelahnya.”

Lemahnya posisi istri dalam talak merupakan konsekuensi dari
penempatannya dalam fikih mazhab hanya sebagai mahal (objek talak),
sehingga kerelaan dan persetujuannya pun tidak dianggap sebagai
pertimbangan yang penting. Hal tersebut berbeda ketika para ulama
mazhab membahas permasalahan khuluk dimana mereka menempatkan
istri sebagai salah satu ‘agidani (pihak yang melakukan akad). Misalnya
Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Wajiz menyebutkan rukun khuluk
itu ada lima. Pertama dan kedua al-‘agidani (dua pihak yang melakukan
akad yaitu suami dan istri), ketiga dan keempat al-iwadani (dua barang
pengganti/tebusan) yaitu harta dari pihak suami yang sudah diberikan
sebagai mahar dan harta dari pihak istri sebagai pengembalian atau
tebusan kepada pihak suami ketika meminta talak. Adapun rukun kelima
adalah al-sighah (ijab dan kabul).'** Di dalam kitab fikih Maliki'*® juga di
sebutkan bahwa rukun khuluk itu ada lima yaitu mujib (pihak istri) dan
gabil (pihak suami) yang dianggap sebagai dua pihak yang melakukan
akad, kemudian ‘wad (sesuatu yang dijadikan sebagai tebusan), mu'awwad
(kemaluan/kehormatan istri maksudnya hak untuk mencumbuinya)
dan sighah (ijab dan kabul). Dengan diakuinya istri sebagai salah satu

121 Tbn ‘Abd al-Bar al-Namri al-Qurtubi, Al-Kdfi fi Figh Ahl al-Madinah al-Maliki,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1992), cet. ke.3, hlm. 262.

122 a]-Ghazali, al-Wajiz, J1d. II, hlm. 49.

123 Lihat al-Habib Bin Tahir, al-Figh al-Maliki wa Adillatuh (Beirut: Muassasat
al-Ma’arif: 2005), cet ke 2, JId. IV, hlm. 13.
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unsur/bagian dari pihak yang melakukan akad (‘agidani) dalam khuluk
maka persetujuan dan kerelaannya menjadi sesuatu yang sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam
fikih mazhab talak bukanlah suatu akad yang membutuhkan kesepakatan
dari kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan khuluk yang dianggap
sebuah akad sehingga keabsahannya membutuhkan kesepakatan dari
kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Dari
semua realita ini dapat diketahui bahwa fikih mazhab tidak memberikan
hak bagi seorang istri untuk terlibat dalam talak lebih-lebih lagi dapat
mengajukan penolakan terhadap talak yang dijatuhkan suaminya, karena
dalam fikih mazhab, wanita hanya ditempatkan sebagai objek talak.

Munculnya pemahaman yang demikian tentu saja tidak terlepas
dari nas-nas yang telah dijelaskan sebelumnya dimana khitab talak itu
semuanya ditujukan bagi laki-laki seperti Lz JE lS;; (dan apabila
kamu menceraikan istri-istrimu). Dalam redaksi lain juga didapati
kata (4,4l dimana damir (kata ganti) (* yang berarti mereka
perempuan adalah kata ganti yang mempunyai kedudukan sebagai
maful (objek). Hal ini juga tercermin dari penggunaan kalimat &g
yang memiliki makna wanita-wanita yang diceraikan.

Kemutlakan ayat-ayat talak tetap dijadikan sebagai dalil istinbat
para ulama mazhab dalam menguatkan pendapat mereka. Ayat-ayat
seperti QS al-Baqarah (2): 230, QS al-Ahzab (33): 49 dan QS al-Talaq
(65): 1 yang memberikan izin bagi suami untuk menjatuhkan talak
kepada istrinya dipahami datang secara mutlak tanpa membedakan
istrinya setuju ataupun tidak. Tidak ada hak bagi istri untuk menolak
talak, yang dapat dilakukannya hanyalah berusaha untuk mengantisipasi
jatuhnya talak dengan berbagai cara yang mampu dilakukannya seperti
mencari seseorang yang dapat menjadi mediator terwujudnya islah
(perbaikan) atau menggugurkan sebagian dari hak-haknya sebagaimana
yang dikatakan oleh Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya:

o i ki T e Ly 1. e Lo ol s oo 81001 s 13)
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Artinya: Jika wanita (istri) khawatir suaminya lari atau menceraikan
dirinya maka dia dapat menggugurkan haknya atau sebagian dari hak-
haknya baik yang berbentuk nafkah, pakaian atau jatah bermalam dan
lain sebagainya yang termasuk bagian dari hak-hak yang dimilikinya
dan bagi suami untuk menerimanya. Maka diperbolehkan bagi istri untuk
menyerahkan semuanya dan diperbolehkan juga bagi suami untuk
menerima semua pemberiannya sebagaimana Allah berfirman: “Maka
tidak mengapa bagi keduanya untuk berdamai.” kemudian firman-Nya
lagi: “Berdamai itu lebih baik.” Maksudnya: lebih baik dari bercerai.

Namun jika semua upaya untuk berdamai sudah dilakukan dan
suami tetap kokoh dengan keputusannya untuk berpisah, maka istri
dituntut bersabar seraya berharap agar keputusan itu membawa kebaikan
untuknya sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Nisa" (4) ayat 130:

L&L&w}“‘ug wuﬁ\ﬁ ‘U-’ULS)MU;)
Artinya: “Dan jika keduarnya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan

kepada masing-masing. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Bijaksana.”

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam pandangan
fikih mazhab peran wanita dalam talak belumlah diakui, artinya suami
dapat saja menjatuhkan talak walaupun istri tidak menyetujuinya.
Walaupun ada sebagian ulama yang berusaha melindungi dan menjamin
hak istri agar tidak terzalimi namun mereka hanya membicarakannya
dalam tataran dosa atau tidak saja, pada keputusan akhirnya mereka
tetap menganggap talak yang dijatuhkan tersebut sah dan berlaku efektif.

124 Abu al-Fida ' Muhammad Ibn Kathir, Tafsir al-Qur*an al-‘Azim, Juz. II, hlm. 377.
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G. Macam-Macam Talak

Talak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mempunyai
beberapa dimensi, sehingga dalam menetapkan klasifikasi talak ini
terdapat perbedaan di kalangan para ulama tergantung kepada sudut
pandang dan tinjauannya. Di antaranya ada yang membagi perceraian
itu dari sisi sifatnya (sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi), dari
sisi boleh atau tidaknya rujuk kembali dan dari sisi lafal yang digunakan.

Ditinjau dari sifatnya (sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi)
talak itu terbagi menjadi dua macam:

1. Talak Sunni

Secara umum, istilah sunni yang terambil dari kata sanna-yasunnu
berarti (sesuatu yang diizinkan oleh syari’). Jadi yang dimaksud dengan
talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang
telah digariskan oleh syara’. Menurut ulama Malikiyyah, sebagaimana
yang dikemukakan oleh al-Kasnawi, talak sunni adalah:
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"Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci
yang belum digauli pada waktu suci itu, bukan talak yang diiringi oleh
masa haid yang mana ia menjatuhkan talak pada waktu itu, kemudian
ia tidak mengikutinya dengan talak lain sampai habis masa ‘iddah-nya."

Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam mazhab Maliki ada lima syarat
yang mesti terpenuhi untuk menyatakan bahwa talak tersebut termasuk
kategori talak sunni,'*® yaitu:

Talak yang dijatuhkan itu hanya satu dan tidak lebih.

Talak yang dijatuhkan itu secara utuh, bukan sebagiannya saja

seperti setengah talak.

c. Talak itu dijatuhkan pada waktu suci yang belum digauli sebelumnya
pada masa suci tersebut bukan pada waktu haid atau nifas.

125 Abui Bakr bin Hasan al-Kasnawi, Asl al-Madarik (Libanon: Dar al-Fikr, t.t),
cet. Ke-2, Juz .III, hlm. 139-140.
126 al-Habib bin Tahir, al-Figh al-Maliki wa Adillatuh, Jid. IV, hlm. 26-29.
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d. Talak tersebut tidak dijatuhkan kepada perempuan yang sedang
berada dalam masa ‘iddah talak raj’i. Jika ia mengiringinya dengan
talak lain pada masa ‘iddah-nya maka talak yang kedua tersebut
tidak dinamakan dengan talak sunni.

e. Talak tersebut dijatuhkan kepada seorang wanita secara utuh,
bukan sebagiannya seperti tangannya saja.

Dalam formulasi fikih Syafi’i terjadi perbedaan pendapat dalam
mendefenisikan talak sunnf tersebut. Sebagian ulama Syafiiyyah men-
defenisikan talak sunni, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad al-
Hasarl sebagai berikut:

A G 3 Y5 b omaling od ab 3 Lew Jtune 53 a0l (gl 33
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"Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah
digauli yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum digaulinya pada
waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid sebelumnya,
wanita itu tidak hamil, tidak anak kecil dan tidak pula wanita menopatise,

12

sedangkan ‘iddahnya dengan menggunakan hitungan quru'.

Sedangkan menurut sebagian ulama Syafiiyyah yang lain, talak
sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah digauli,
yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum digauli pada waktu suci
tersebut.'®® Adapun talak yang dijatuhkan kepada istri yang masih
kecil (sebelum baligh), sudah tua yang telah menopause, hamil atau
istri yang belum digauli, menurut kelompok ini, tidak dinamakan talak
sunni dan tidak pula bid’T tetapi antara keduanya.'®

Perbedaan ulama Sydfiiyyah dalam mendefinisikan talak sunni
di atas disebabkan perbedaan mereka dalam mengklasifikasikan talak,
dimana kelompok pertama mengklasifikasikan talak hanya dalam
dua jenis saja yaitu talak sunni dan talak bid’t. Sedangkan kelompok

127 Ahmad al-Hasari, al-Wilayah al-Wasayah, Talag, hlm. 241

128 Mustafa Dib al-Bagha, al-Tawdhib fi Adillah min al-Ghayah wa al-Taqrib,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-2, hlm. 173.

129 Mahmud Matraji, al-Majmi’ Syarh al-Muhadhdhab al-Imam al-Nawawt, (Beirut:
Dar al-Fikr, 2000), Juz. XVIII, hlm. 277-278.
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kedua mengklasifikasikannya menjadi tiga jenis: talak sunni, talak
bid’t, dan yang bukan talak sunni maupun talak bid’."*°

Menurut ulama Hanabilah, talak sunni adalah:
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"Talak sunni adalah seseorang yang menjatuhkan talak satu kali terhadap
istrinya yang belum digaulinya (pada waktu suci itu), kemudian ia
meninggalkan istrinya itu sampai habis masa ‘iddahnya "

Adapun ulama Hanafiyyah, mengklasifikasikan talak sunni tersebut
kepada dua jenis, yaitu talak ahsan (lebih baik) dan talak hasan (baik).
Menurut mereka, talak ahsan adalah:
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"Yaitu seseorang menjatuhkan talak terhadap istrinya satu kali dalam
bentuk (talak) raj’t pada waktu suci, di mana pada waktu suci itu belum
digaulinya dan belum dijatuhi talak (sebelumnya), (talak itu) tidak
dijatuhkan pada waktu haid dan tidak pula digauli dan ia meninggalkan
(tidak menggauli) istrinya itu sampai habis masa ‘iddahnya, yaitu tiga kali
haid jika istrimya itu merdeka, atau dua kali haid jika istrinya itu budak "

Sedangkan talak hasan menurut mereka adalah:
bl BW BN e d | Gz )

"Yaitu seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah digauli
sebanyak tiga kali pada waktu tiga kali suci"

130 Konsekuensi dari perbedaan dalam mengklasifikasikan talak ini di antaranya
adalah apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang termasuk dalam salah satu
kategori berikut; anak kecil, sudah menopause, hamil atau belum digaulii; anti taliq li al-
sunnah (kamu perempuan yang ditalak karena sunnah), maka talaknya tidak dianggap
sebagai talak sunnah. Lihat Mahmud Matraji, al-Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab, hlm. 278.

181 al-Hasyari, al-Wilayah al-Wasayah..., hlm.243.

132 al-Kasani, Bada ‘i' wa al-Sana'i', JId. IV, hlm. 197.

133 al-Kasani, Bada 'i' wa al-Sana'i', Jld. IV, hlm. 197, ‘Ali bin Abi Bakar al-
Marghiyanani, Al-Hidayah Syarh Bidayah, Jld. III, hlm.151, Lihat Juga Wahbah Al-
Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 408.
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Jadi substansi yang membedakan antara kedua jenis talak sunni
yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah di atas terletak pada jumlah
talak yang dijatuhkan. Jika talak yang dijatuhkan hanya satu kali
sampai habis masa ‘iddahnya, maka talak sunni itu dinamakan talak
sunni ahsan. Namun apabila dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali
suci maka dinamakan dengan talak sunni hasan.

Menurut ulama Hanafiyyah, pembedaan antara talak sunni ahsan
dan talak sunni hasan tersebut didasarkan pada riwayat yang diterima
dari Ibrahim al-Nakhl yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah
saw menyukai talak hanya satu sampai masa ‘iddah istrinya itu habis."** Di
samping itu al-Kasani menjelaskan bahwa talak sunni ahsan, dimana
seorang suami hanya menjatuhkan satu talak sampai habis masa ‘iddah
istrinya, guna memberi peluang kepada suami tersebut untuk menyesali
tindakannya, dibandingkan talak sunni hasan dimana seorang suami
menjatuhkan tiga talak pada tiga kali suci. Oleh karena itu, menurut
al-Kasani, penting dibedakan antara kedua jenis talak sunni tersebut.'*

Lebih jauh al-Marghinayani menguraikan logika berpikir adanya
pembedaan Klasifikasi talak sunni itu dengan mengatakan bahwa hukum
asal dari talak itu adalah terlarang sebab talak tersebut memutuskan
ikatan pernikahan yang mengandung banyak dimensi kemaslahatan
baik duniawi maupun ukhrawi. Sedangkan pembolehan karena adanya
kebutuhan cukup dengan melepaskannya saja (yaitu dengan talak satu),
bukan mengumpulkan talak itu sampai tiga meskipun pada masa tiga
kali suci. Logika berpikir seperti itu dikemukakannya dengan redaksi
sebagai berikut:
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"Menurut kami (Hanafiyyah), sesungguhnya hukum asal talak adalah
haram, karena menyebabkan putusnya ikatan pernikahan yang di

134 al-Kasani al-Hanafi, Bada ‘i’ al-Sana'?’, jld. IV, hlm. 186. Lihat Juga: Ahmad
al-Hasarl, al-Wilayah al-Wasayah, Talaq, hlm. 212.

135 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, hlm. 186.

136 ‘Ali bin Abi Bakar al-Marghiyanani, Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi,
Jld. I, him. 153. Bandingkan dengan: al-Kasani al-Hanafi, Bada ‘i’ al-Sana'i’', hlm. 89.
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dalamnya terkandung kemaslahatan agama dan dunia.. Pembolehan
hanya karena adanya kebutuhan untuk melepaskan."

Oleh karena itu menurutnya, tidak dapat disamakan antara talak
sunni ahsan, yaitu menjatuhkan satu talak, dengan talak sunni hasan
dimana seorang suami menjatuhkan talak istrinya tiga kali pada masa
tiga kali suci.

Apabila diperhatikan formulasi fikih tentang talak sunni yang
dikemukakan para ulama mazhab di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa kategori talak sunni ahsan versi ulama Hanafiyyah tersebut
sama dengan talak sunni versi Jumhar ulama. Namun kategori talak
sunni hasan versi ulama Hanafiyyah itu, sudah termasuk talak bid’i
versi ulama Malikiyyah dan ulama Hanabillah.'*

Adapun alasan yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yang menyatakan
talak yang dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci itu, termasuk
talak sunni, yaitu talak sunni ahsan adalah firman Allah Swt dan hadis
Nabi saw. Di antara firman Allah Swt yang menjelaskan hal itu adalah
terdapat dalam QS al-Talaq (65) ayat 1:

T T AN AL 5.’.6/1’3? /’S»;/
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Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya
(yang wajar)...”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt menyuruh Nabi-
Nya untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya pada waktu mereka
menghadap masa ‘iddah-nya. Menurut mereka, bukankah ‘ddah istri tiga
kali suci dan oleh karena itu talak boleh dijatuhkan di setiap kali suci,
asalkan pada waktu suci tersebut istri yang diceraikan belum digaulinya.'*®

Menurut Hanafiyyah pemahaman seperti itu didukung oleh Hadis
Nabi saw berikut:

137 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’ , Jld. IV, hlm.146. Lihat juga: al-
Hasari, al-Wilayah al-Wasayah, hlm. 213 dan 244.
138 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jid. IV, hlm. 198.
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Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya ia menjatuhkan talak
istrinya, yang mana istrinya itu berada dalam keadaan haid, pada masa
Rasulullah saw. kemudian ‘Umar berkata: aku menanyakan kepada
Rasulullah saw tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab: “suruh ia
untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia
suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak
sebelum disetubuhi. Itulah ‘iddah yang telah ditetapkan Allah untuk
menjatuhkan talak para wanita.” (Muttafaq ‘Alayh)

Menurut mereka Rasulullah saw menyuruh ‘Umar untuk merujuk
istrinya pada waktu suci. Kemudian apabila masa haid setelah masa
suci tersebut telah berlalu maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih
antara tetap mempertahankan istrinya atau menceraikannya. Hal ini
menurut mereka mengindikasikan bolehnya menjatuhkan talak sampai
tiga kali pada setiap kali suci.

Di samping itu landasan lain yang mereka gunakan adalah
riwayat berikut ini:
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"Diriwayatkan dari Abdullah r.a, ia berkata: Talak sunni adalah bahwa
seseorang menjatuhkan talak satu kepada istrinya, sementara istrinya
itu dalam keadaan suci yang belum digauli (pada waktu suci itu).
Apabila masa haidnya telah berlalu dan telah datang pula masa sucinya,

s
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139 al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Jld. III, hlm. 400. Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi,
Sahih Muslim (Riyad: Dar Tayyibah, 2006) Jld. II, hlm. 674.

1490 Abd al-Rahman bin Syu’aib, Sunan al-Nasa'i, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif,
t.t),hlm. 525 .
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ia menalak lagi istrinya itu. Kemudian ia menunggu berlalunya satu
kali masa haid lagi." (HR. al-Nasa'1)

2. Talak bid’i

Secara umum, istilah talak bid’1 berasal dari kata bada’a, yabda’u
yang berarti '"'axc ¢ )l 4l (sesuatu yang dilarang syara’). Jadi yang
dimaksud dengan talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan tersebut
tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang tidak sesuai dengan
ketentuan syariat tersebut, para ulama berbeda pendapat. Ulama
Malikiyyah mendefinisikan talak bid’i, sebagaimana yang dikutip oleh
Ahmad al-Hashari:

el ) by pidl e 25T 5T b zd ) 33!

"Yaitu talak yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat
yang mesti ada (sebagaimana yang telah dibahas pada syarat pada
talak sunni terdahulu)"

Ulama Malikiyyah juga membagi talak bid’i tersebut kepada dua
kategori, yaitu talak yang makruh dijatuhkan dan talak yang haram
dijatuhkan.'*

Yang termasuk kategori talak bid’T yang makruh dijatuhkan adalah:
a. Talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya pada masa suci

yang telah digaulinya.

b. Talak yang dijatuhkan suami pada masa ‘iddah talak raj’i.

c. Talak yang dijatuhkan hanya sebagiannya saja (tidak secara utuh)
misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya; “Engkau tertalak
sebagian talak”.

Adapun yang termasuk kategori talak yang haram dijatuhkan
adalah:

141 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 407.
142 al-Hasari, al-Wilayah al-Wasayah..., hlm. 229.
143 al-Habib bin Tahir, al-Figh al-Maliki wa Adillatuh, Jid. IV, hlm. 30.
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a. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid
atau nifas. Menurut Malikiyyah, wanita haid atau nifas baru boleh
melakukan ibadah yang sifatnya ta’abudiyyah setelah ia mandi,
di samping telah berhenti darah haid atau nifasnya. Dalam talak
juga seperti itu, jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya
yang telah berhenti darah haid atau nifasnya namun belum mandi,
maka masuk dalam kategori talak yang diharamkan.

b. Talak yang dijatuhkan hanya kepada sebagian tubuh istrinya saja
tidak secara utuh seperti suami berkata kepada istrinya: “tangan
kamu tertalak”.

Menurut ulama Syafi’iyyah, talak bid’T itu terbagi dua, yaitu: yang
pertama, suami menjatuhkan talak kepada istrinya (yang telah digauli)
pada masa haid. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt:
“Talaklah mereka pada waktu mereka (menghadapi) masa‘iddah...”.
Adapun hikmah pengharamannya menurut mereka dapat menyebabkan
masa’iddah-nya menjadi lebih panjang. Yang kedua, suami tersebut
menjatuhkan talak kepada istrinya pada masa suci namun pada masa
suci itu ia telah menggauli istrinya karena ada kemungkinan istrinya
hamil. Oleh karenanya akan menyulitkan penentuan masa iddah-nya,
apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan quri . Selain
itu, bisa menimbulkan penyesalan bagi suami jika mengetahui istrinya
hamil. Dalam hal ini ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Syafi’yyah.'**

Menurut ulama Hanafiyyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah
al-Zuhayli, talak bid’t adalah:
Pusls eb G&NE iy 5 Buals 260 S | 5l &35 iy )

“seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya tiga atau dua dengan satu
kata, atau ia menjatuhkan talaknya tiga pada masa satu kali suci. "

144 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, J1d. VIL, hlm. 411-413.
145> Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jld. VII, hlm. 408.
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Menurut mereka talak bid’i dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

Dari sisi waktu. Adapun dari sisi waktu penjatuhannya, terbagi
kepada dua: yang pertama, talak satu (raj’i) pada masa haid, jika
istri itu telah digauli baik ia wanita yang merdeka atau budak.
Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka dapat memanjangkan
masa‘iddah. Yang kedua, suami menjatuhkan talak sebanyak satu
kali (raj’t) pada masa suci yang telah digaulinya baik wanita itu
merdeka ataupun budak. Larangan ini, menurut mereka karena
adanya kemungkinan istrinya itu hamil lalu ia akan menyesal
karena telah menjatuhkan talak.'*

Dari sisi jumlah (bilangan) talak. Sedangkan dari sisi bilangannya,
talak bidT menurut mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan
talak terhadap istrinya yang merdeka sebanyak tiga kali atau yang
budak sebanyak dua kali, pada satu kali masa suci yang belum

digauli baik bilangan itu diucapkan sekaligus atau satu persatu.'*’

Menurut ulama Zahiriyyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn

Hazm:

10,3 Lty 50U (b b 5051 3 5] e 5051425 o) o 1 (330

"Talak bid’i ialah yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya pada
masa haidnya atau pada masa suci yang telah digauli sebelumnya.”

Para ulama sepakat menyatakan bahwa talak bid’i adalah haram

dan orang yang melakukannya dianggap berdosa. Namun mengenai
akibat hukum yang ditimbulkannya terjadi perbedaan pendapat di
kalangan ulama.

Kemudian ditinjau dari sisi konsekuensi hukum yang di timbulkannya

(yaitu dari sisi boleh atau tidaknya rujuk) talak terbagi dua:

146 al-Hasari, al-Wilayah al-Wasayah..., hlm. 216-217 , Wahbah Al-Zuhayli, al-

Figh al-Islami wa Adillatuh, Jld. VII, hlm.408.

147 al-Hasari, al-Wilayah al-Wasayah..., hlm. 217.
148 al-Hasarl, al-Wilayah al-Wasayah..., hlm. 247.
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1. Talak Raj’i

Talak raj’T adalah talak satu atau dua dimana seorang suami masih
boleh merujuk istrinya meskipun istrinya itu tidak rela, sebagaimana
dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli sebagai berikut:

e g dale b o0 Ayl ) All) 8300) sy T o) ey sd) 54
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Yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat
tali pernikahan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan
akad baru selama masih berada dalam 'iddh, walaupun perempuan itu
tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak
termasuk kategori ba'in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis
masa ‘iddah.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam surah
Al-Baqarah (2) ayat 229:
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Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang ma’rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya
(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri
untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah
kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka itulah orang-orang yang zalim.
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149 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jld. VII, hlm. 413.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa talak raj’7 adalah talak pertama
dan talak yang ke dua. Setelah suami menjatuhkan talak satu atau dua,
maka sebelum habis masa ‘iddah-nya maka suami boleh merujuk istrinya
tanpa akad nikah dan mahar yang baru. Tetapi bila masa ‘iddah-nya
habis dan suami masih ingin bersamanya kembali maka wajib dengan
akad nikah serta mahar yang baru.

Adapun akibat dari talak raj’i adalah:
Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.

Ikatan pernikahan berakhir setelah masa ‘iddah habis jika suami
tidak merujuk istrinya.

Suami boleh rujuk dalam masa ‘iddah istrinya.

d. Ulama Sydfi'iyyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya
mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami istri
dalam masa ‘Gddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat
bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami
istri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah,
suami boleh saja menggauli istrinya dalam masa ‘Gddah dan sikap
ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.'*

2. Talak Ba'in

Talak ba"in terbagi dua, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba ‘in
kubra. Adapun talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap istrinya dimana ia tidak dapat kembali lagi
bersamanya, kecuali melalui akad nikah dan mahar yang baru,
sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhayli sebagai berikut:

dguer wiag Y ey 31 ) Al sy ol s J ) ke Y 501 5o
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"Yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali
pernikahan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan

150 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, J1d. VIL, hlm. 419.
151 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 413.
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mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum digaulii atau atas harta
atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim
yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila’."

Akibat hukum dari talak ba ‘in sughra adalah:

a. Suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali dengan akad dan
mahar yang baru.

b. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.

c. Mabhar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian
dan talak.

d. Tidak saling mewarisi antara suami dan istri apabila meninggal
salah satu dari keduanya.'*

Adapun yang dimaksud dengan talak ba'in kubra adalah talak
tiga yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, dimana suami
tersebut tidak dapat kembali lagi kepada istrinya sebelum istrinya itu
menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan
intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh
suaminya yang baru, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah al-
Zuhayli sebagai berikut:
a5 el v V) e 30 ) Qb)) ipng ol sy o ) bt N 5 01 50
e @ j 3,y o5 dids Vs b dougs o &1y PT (a3
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“Yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapak mengikat tali
pernikahan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah
dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan
hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu

menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa
‘iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga.”

152 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 434-435.
153 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, hlm. 414.
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Adapun akibat hukum dari talak ba'in kubra menurut ulama fikih

adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah
talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan di antara
keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa ‘iddah.™*

Kemudian berdasarkan sighah lafalnya, talak terbagi menjadi

talak munjiz, mudaf dan mu’allaq.'®

1.

Talak Munjiz adalah talak yang keluar dengan sighah mutlak dan
tidak tergantung pada syarat tertentu serta tidak dikaitkan dengan
waktu tertentu pada masa depan, misalnya, ketika seorang suami
berkata kepada istrinya anti taliq atau anti mutallagah (kamu kucerai).

Hukum talak munjiz jatuh secara langsung saat itu juga. Syaratnya,
suami yang mengeluarkan talak itu layak untuk menjatuhkannya
sementara istripun pantas dijatuhi talak.

Talak Mudaf

Talak mudaf adalah talak yang lafalnya dikaitkan dengan masa
tertentu dan diniatkan untuk berlaku di masa tersebut, seperti ucapan
suami kepada istrinya, anti talig ghadan (kamu tertalak besok)
atau anti taliq awwala al-syahri (kamu tertalak di awal bulan)

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberlakuan talak dengan
cara ini. Menurut pendapat yang paling kuat talak terjadi sejak
lafal itu diucapkan. Tetapi implikasi-implikasi hukumnya baru
diberlakukan ketika masa yang dijanjikan itu tiba. Demikianlah
pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan Dawud al-Zahir1.'*

Talak Mu’allag

Talak mu’allag adalah talak yang pemberlakuannya mensyaratkan
terjadinya sesuatu, baik hal tersebut dilakukan suami, istri maupun
tidak oleh siapapun, seperti ucapan suami kepada istrinya in
kharajti minal mangil fa anti taliq (jika kamu keluar dari rumah
maka kamu ditalak) atau idha safarta ila baladiki biduni izni fa

154 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, J1d. VII, hlm. 421.
155 al-Kasani al-Hanafi, Bada'i’ al-Sana'i’, Jld. IV, hlm 273.
156 Abu Malik Kamal, Sahih Figih Wanita, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

hlm. 253.
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anti talig (apabila kamu pergi ke kampung halamanmu tanpa
izinku maka kamu ditalak).

Apabila sesuatu yang disyaratkan itu terjadi di masa mendatang,
maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya.
Kelompok pertama yang diwakili mayoritas fuqaha berpendapat
bahwa talak tersebut jatuh ketika sesuatu yang menjadi syarat itu
terjadi baik akibat perbuatan suami, perbuatan istri, perbuatan selain
mereka berdua ataupun karena takdir Allah yang tidak ada campur
tangan dari seorang manusia sekalipun baik jika hal itu dimaksudkan
suami hanya sebagai cara agar istrinya melakukan sesuatu pekerjaan
atau meninggalkannya maupun tidak bermaksud demikian.

Kelompok ini berargumen dengan dalil-dalil berikut:
1. Firman Allah Swt dalam QS Al-Baqgarah 2: 229

Sy G e 922, - 2(E (595 AN\E

Kata talak yang terdapat dalam ayat di atas bersifat mutlak dan
tidak terbatas sehingga mencakup talak munjiz, talak mu’allag dan
talak mudaf, yang apabila dilakukan dapat menyebabkan jatuhnya talak.

2. Hadis Rasulullah saw:

. - z /5/;,':&///5/ Z 5 s ,’f///, ,’
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Artinya: “Orang-orang muslim berdasarkan syarat-syarat mereka
kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau meng-
halalkan suatu yang haram.” (HR. al-Tirmidhi dan Ibn Majah)

3. Talak itu disyariatkan untuk sebuah kebutuhan sementara kebutuhan
itu terkadang menuntut dilakukan ta’lig talak. Misalnya tatkala
istri melakukan hal-hal yang tidak disukai suami dan suami
memintanya untuk meninggalkan hal tersebut namun istri tetap
dalam pembangkangannya dan tidak mau memenuhi keinginan

157 Muhammad bin ‘Isa, Sunan al-Tirmidhi, hlm 318, Ibn Majah Muhammad bin
Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Mgjah, hlm. 429.
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suaminya tersebut. Di lain pihak suami tidak ingin menceraikannya
dan berharap istrinya berubah menjadi baik. Akhirnya ia mem-
butuhkan talig yaitu jika istri melakukan sesuatu yang tidak
disukainya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkannya maka
ia diceraikan. Dengan adanya ta'liq tersebut sang istri diharapkan
sadar sehingga mau merubah sikapnya. Dengan demikian apa
yang menjadi keinginan suami tercapai dan ikatan rumah tangga
di antara keduanya menjadi baik kembali. Namun jika istri tetap
pada pendiriannya dan tidak mau merubah sikapnya maka dengan
begitu berarti dialah yang berbuat kezaliman terhadap dirinya
sendiri, artinya dia lebih memilih untuk berpisah.

Kelompok kedua yang diwakili oleh Zahiriyah dan Syrah Imamiyah
berpendapat bahwa talak mu’allaq itu sama sekali tidak jatuh meskipun
sesuatu yang menjadi syarat atau tempat bergantungnya talak itu
terjadi. Kelompok ini berargumen atas pendapatnya dengan mengatakan
bahwa ta’lig talak adalah sumpah dan sumpah kepada selain Allah
Swt itu tidak diperbolehkan, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

s e bl e 4152506 0B 522 )1 Eot &1 (g o ) 22 08
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Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar bahwasanya Ia mendengar

Ibn ‘Umar berkata: Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang bersumpah
maka janganlah ia bersumpah kecuali dengan nama Allah.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa sumpah itu hanya atas nama Allah,
sedangkan talak mu’allag adalah sumpah kepada selain Allah. Oleh
karena itu talak mu/’allaq tidak sah dan tidak menimbulkan dampak apapun.

Namun demikian argumentasi itu dibantah kelompok pertama
dengan mengatakan bahwa secara hakikat (makna yang sebenarnya)
talak mu’allaq itu bukanlah sumpah baik dalam bahasa maupun dalam
syara’. Talak mu’allag itu kadang disebut sumpah secara majaz (kiasan).

158 Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, Sahih Muslim, Jid. II, hlm. 777.
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Berdasarkan hal ini, hadis di atas tidak dapat dijadikan dasar ketidak-
absahan talak mu’allaq.

Kelompok kedua ini juga berargumen bahwa talak itu seperti
nikah. Tatkala nikah itu tidak sah di-ta’lig-kan secara ijmak maka
sama halnya dengan talak. Argumentasi ini juga dibantah kelompok
pertama dengan mengatakan bahwa meskipun giyds (perbandingan)
tersebut benar tetapi ia berbenturan dengan sabda Rasulullah saw
bahwa kaum muslimin itu tergantung kepada syarat mereka. Jadi
tidak diperbolehkan melakukan giyas selagi ada nas.

Kelompok ketiga yang diwakili oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim
berpendapat bahwa apabila talak mu’allag yang dimaksudkan adalah
sumpah maka talak itu tidak berlaku dan wajib membayar kifarat
sumpah apabila syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak itu terjadi.
Namun jika yang dimaksudkan dengan talak mu’allag adalah jatuhnya
talak ketika syarat itu terjadi maka talak itu berlaku. Mereka berargumen
bahwa apabila yang dimaksud dari talak mu’allaq adalah menganjurkan
terealisasinya suatu pekerjaan atau meninggalkannya maka yang
demikan itu mengandung makna sumpah sehingga ia termasuk dalam
penjelasan hadis tentang sumpah di atas. Dengan demikian hukumnya
adalah wajib membayar kaffarat ketika tidak menepati sumpahnya.

Namun argumentasi ini dibantah dengan mengatakan bahwa
talak mu’allag itu tidaklah dinamakan sumpah baik secara syara’
maupun bahasa. Menyebutnya sebagai sumpah hanya hanya secara
majaz karena menyerupai sumpah dalam syara’ dalam hal anjuran
melakukan atau meninggalkan sesuatu. Berdasarkan hal ini hukum
talak mu’allag itu bukanlah hukum sumpah yang sesungguhnya.
Talak mu’allag ini mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika
sesuatu yang menjadi syarat terjadi. Namun apabila sesuatu yang
menjadi tempat bergantung talak itu tidak terjadi maka talakpun
tidak jatuh dan sama sekali tidak wajib membayar kafarat.

Berdasarkan hal ini, pendapat pertama yang menyatakan bahwa
talak mu’allaqg jatuh ketika syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya
talak itu terjadi merupakan pendapat yang diunggulkan karena dalil-
dalilnya lebih kuat dan selamat dari bantahan.
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Disyaratkan untuk sahnya ta’liq talak tersebut tiga syarat:"’

Hendaknya syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak itu belum
terjadi ketika lafal talak itu diucapkan namun mungkin terjadi di
masa yang akan datang. Jika syarat itu sudah terjadi secara konkret
maka itu bukanlah ta’liq talak melainkan tanjiz, misalnya seorang
suami mengatakan kepada istrinya, “apabila kemarin kamu keluar
dari rumah maka kamu ditalak”, sementara kemarin istri memang
keluar. Jika syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak itu belum
terjadi tetapi mustahil terjadi maka ta’lig tidak sah dan selanjutnya
talakpun tidak jatuh, misalnya ucapan suami kepada istrinya,
“apabila masuk onta ke lubang jarum maka kamu ditalak.” Dalam
hal ini sesuatu yang menjadi tempat bergantung talak itu mustahil
terjadi maka talak tidak jatuh.

Hendaknya ketika lafal talak itu diucapkan wanita tersebut berada
dalam posisi objek talak. Hal itu dapat menjadi konkret apabila
ikatan suami istri antara mereka berdua benar-benar ada. Jika ta’lig
terjadi sebelum menikahi wanita, seperti ucapan seorang laki-laki
kepada wanita asing, “Jika kamu berbicara dengan si A maka kamu
ditalak.” Setelah mengucapkan itu laki-laki tersebut menikahi
wanita tersebut, si wanitapun berbicara dengan sosok si A yang
telah disebutkan itu. Dalam situasi seperti ini maka talak tidak
jatuh, sebab ketika laki-laki mengeluarkan ta’liq wanita itu tidak
menjadi objek talak.

Hendaknya ketika syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak
itu terjadi, wanita tersebut juga berada dalam posisi objek talak.

Alasan Talak
Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak suami dalam talak merupakan

hak mutlak yang dapat digunakan sesuai dengan kehendak suami tanpa
dibatasi oleh kebutuhan atau alasan tertentu. Oleh karena itu suami berhak
menalak istrinya hanya karena keinginan untuk menceraikannya meskipun

159 Tariq bin Anwar al Salim, Al-Wadih fi Ahkam Talaq (Alexandrea: Dar al-

Iman, 2004) hlm. 37.
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tidak ada alasan mendesak yang mendorongnya untuk melakukan
itu. Mereka mendasarkan pendapat ini pada suatu pemikiran bahwa
hukum dasar talak adalah mubah (boleh) dan bukan terlarang seperti
telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya
berpendapat bahwa talak itu harus memiliki sebab dan alasan yang
jelas. Tidak halal bagi suami menjatuhkan talak kecuali ada alasan
mendesak yang mendorongnya untuk melakukan itu, karena hukum
dasar talak tanpa keperluan itu dilarang.

Namun di dalam kitab-kitab fikih mazhab tidak dibahas secara
khusus apa yang menjadi alasan diperbolehkannya talak. Hanya saja
ketika membahas hukum talak disinggung secara sekilas mengenai
alasan-alasan talak, dimana ketika membuat kategori hukum talak
menjadi lima, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram didasarkan
pada alasan atau penyebab terjadinya talak. Talak menjadi wajib
hukumnya jika di antara suami istri terjadi perselisihan yang tidak
dapat dimediasi lagi. Dalam kondisi seperti ini maka suami wajib
menceraikan istrinya. Talak hukumnya sunat, jika seorang istri
meninggalkan kewajibannya atau tidak bisa menjaga kehormatannya.
Sementara suami tidak mampu untuk memaksanya atau memperbaiki
keadaannya. Maka suami dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk
menjatuhkan talak. Talak mubah hukumnya jika perceraian itu sendiri
dibutuhkan, misalkan suami atau istri mendapati akhlak istri atau
suaminya buruk, sehingga suami atau istri mendapatkan kesulitan
karenanya. Di sisi lain, tidak ada harapan suami atau istri tersebut
kembali kepada kebaikan. Oleh karena itu talak dalam hal ini boleh
dilakukan. Suami makruh hukumnya menjatuhkan talak jika tidak
ada alasan kuat untuk menjatuhkan talak. Talak haram hukumnya
ketika seorang suami menalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam
keadaan suci setelah menggaulinya.

Ungkapan-ungkapan seperti di atas dapat ditemukan di sejumlah
kitab fikih mazhab misalnya sebagaimana yang dipaparkan di dalam
kitab al-Mughni: '*°

160 Tbn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, hlm. 323-324.
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Di dalam Kitab Mughni al-Muhtaj'®* juga disebutkan:
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Sebenarnya masih banyak lagi ungkapan-ungkapan sejenis yang
dapat ditemukan di dalam kitab-kitab ulama mazhab namun dua ungkapan
di atas menurut penulis sudah cukup mewakili ulama lainnya. Berdasarkan
ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sebab yang
dapat dijadikan sebagai alasan penjatuhan talak:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga

2. Istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti meninggalkan
salat dan tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki.
Istri tidak menjaga kehormatan dirinya.

4. Istri memiliki akhlak yang buruk seperti memiliki mulut yang
kasar yang ditakutkan akan membuatnya jatuh kepada perbuatan
yang haram

5. Salah satu pihak melakukan tindakan yang membahayakan dan
mendatangkan mudarat bagi pihak lain.

6. Hilangnya rasa cinta yang dikhawatirkan dapat menimbulkan
dampak yang buruk bagi kehidupan keduanya atau salah satunya.

161 Khatib al-Syarbayni, Mughni Muhtdj..., hlm. 404.
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Alasan-alasan talak tersebut dalam praktiknya tidak bersifat
komulatif melainkan bersifat alternatif, artinya apabila terdapat salah
satu di antara alasan-alasan di atas maka suami dapat mengambil
keputusan untuk menjatuhkan talak.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama
cenderung sepakat bahwa adanya alasan merupakan unsur terpenting
yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penjatuhan talak
agar tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak atau kedua
pihak sekaligus. Apalagi Rasulullah saw menyatakan bahwa kemudaratan
harus dihilangkan sebagaimana sabdanya berikut ini:

218155 ) 0 Vs 2 Y okens sl dbl (b2 ddl J gu, JBJB s 21 08
162(4?[45

"Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a ia berkata bahwa Rasulullah saw
bersabda: tidak mengandung mudarat dan tidak pula mendatangkan
mudarat (kepada orang lain)." (H.R. Ibn Majah)

Namun ironisnya adalah apabila suami melanggar batasan ini dan
menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa adanya alasan atau sebab
yang memaksanya untuk melakukan itu, para ulama mazhab termasuk
ulama yang mengatakan bahwa talak itu hanya dapat dijatuhkan apabila
ada alasan yang jelas sepakat menganggap sahnya talak tersebut. Mereka
hanya menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan dosa yang
diharamkan oleh Allah Swt. Padahal Allah tidak mengharamkan sesuatu
kecuali karena mengandung mafsadat (kerusakan) yang kuat. Tujuan
Allah sebagai Syari’ dari pengharaman sesuatu untuk mencegah kerusakan
dan meniadakannya. Seandainya perbuatan yang haram tersebut tetap
menghasilkan hukum seperti yang dihasilkan perbuatan yang halal
sehingga perbuatan yang haram itu berlaku efektif seperti halnya yang
halal tentulah sama dengan Syari’ mengefektifkan kerusakan, padahal
Syari’ bertujuan meniadakannya.

Demikianlah pandangan ulama mazhab tentang talak dan
pelaksanaannya. Pandangan di atas dapat dipastikan sebagai produk

162 Tbn Majah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah, hlm. 400.
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ijtihad masa lalu yang merupakan warisan historis monumental dan
cenderung terus diikuti dan dijadikan pegangan oleh beberapa generasi
hingga dewasa ini. Ijtihad-ijtihad ulama di atas seperti terlihat, secara
umum didasarkan atas berbagai dalil syariat yang bersifat zanni*®®
164

bukan qat’i
syarat bahkan kuat sehingga pendapat tersebut dapat diterima bahkan

. Mereka juga menggunakan metode yang relatif memenuhi

tetap dipertahankan sampai ke masa sekarang. Namun karena berdasar
dalil yang bersifat zannt tidak dapat dipastikan apakah pada masa Rasul
pelaksanaan talak tersebut bebas mutlak seperti dikonseptualisasikan
mayoritas ulama. Juga tidak dapat dipastikan apakah produk ijtihad
tersebut relevan dengan situasi dan kondisi sosial serta moral komunitas
muslim pada saat itu atau tidak. Untuk itu produk-produk ijtihad ulama
mazhab di atas dapat saja ditinjau kembali jika dinilai tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan. Seperti terlihat produk-produk ijtihad
tersebut memang telah didasarkan pada beberapa nas tetapi mungkin
ada beberapa nas lainnya yang kelihatannya terlupakan untuk
dipertimbangkan dan dijadikan dalil atau landasan teori.

163 Mungkin untuk ditafsirkan, mengandung lebih dari satu makna.
164 Tidak dapat ditafsirkan, memiliki makna tunggal.
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PENUTUP

Sebagai akhir dari pembahasan ini, dapat dirumuskan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Fikih mazhab tidak mengakui adanya hak dan kewenangan istri
dalam proses penjatuhan talak. Hak talak sepenuhnya berada di
tangan suami sedangkan istri hanya ditempatkan sebagai mahal
(objek) sehingga tidak memiliki hak untuk menolak talak. Setelah
sighat talak diucapkan suami maka jatuhlah talak itu walaupun
tanpa pembicaraan dan kesepakatan sebelumnya dengan istri karena
perbuatan talak menurut fikih mazhab merupakan tindakan sepihak
yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena
itu dalam sighah (ucapan) talak hanya terdapat unsur ijab dari suami
dan tidak ada unsur gabul dari istri. Sebagai konsekuensinya jika
seorang suami ingin mengakhiri hubungan pernikahan maka ia cukup
mengucapkan sighah talak tanpa harus menunggu gabul dari istrinya
agar talak itu dianggap sah. Seorang suami dapat menceraikan
istrinya kapan saja, dimana saja dan dengan cara apa saja tanpa
adanya kewajiban untuk menjelaskan alasan terhadap istri sebagai
otoritas yang dimilikinya. Sebaliknya seorang istri hanya dapat
melakukan khuluk atau menggugat cerai suaminya hanya dengan
persetujuan suami atau keputusan hakim dengan alasan-alasan yang
khusus. Walaupun ada sebagian ulama yang berusaha melindungi
dan menjamin agar hak istri tidak terzalimi dengan menetapkan
beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, namun pada
keputusan akhirnya mereka cenderung sepakat bahwa talak yang
tidak memenuhi ketentuan itu jika dilakukan suami tetap dianggap
sah dan berlaku efektif karena suami dianggap hanya melakukan
dosa. Besarnya otoritas yang dimiliki suami dalam talak ini menurut
ulama mazhab didasarkan pada nas-nas Al-Quran yang membahas
tentang talak semuanya menyandarkan penjatuhan talak kepada

82



Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan

suami bukan kepada istri. Dari sini mereka berkesimpulan bahwa
hak talak mutlak di tangan suami sehingga kapan pun ia bisa
mengakhiri kehidupan rumah tangganya tanpa harus melibatkan
istri dan mendapatkan persetujuannya.

Kemutlakan ayat-ayat talak dijadikan sebagai dalil istinbat para ulama
mazhab bahwa persetujuan istri tidak diperlukan untuk keabsahan
talak. Ayat-ayat seperti QS al-Bagarah (2): 230, QS al-Ahzab (33):
49 dan QS al-Talaq (65): 1 yang memberikan izin bagi suami untuk
menjatuhkan talak kepada istrinya dipahami datang secara mutlak
tanpa membedakan istrinya setuju ataupun tidak. Munculnya aturan
talak yang terkesan kurang adil bagi istri menurut penulis tidak lepas
dari metodologi para ulama mazhab di mana ketika menyelesaikan
masalah-masalah hukum dan memahami dalil-dalilnya dilakukan
secara kasuistik/parsial. Tidak ada prinsip atau asas yang mereka
buat untuk mengikat dan menghubungkan antara satu kasus dengan
kasus lainnya atau satu dalil dengan dalil lainnya. Misalnya ayat-ayat
yang berkaitan dengan tuntunan berkeluarga yang dinilai memiliki
hubungan erat dengan proses terjadinya talak seperti ayat-ayat
karihah, nusytiz dan syiqaq cenderung dibahas tersendiri tidak terkait
secara organis dengan pembahasan talak, sehingga pembahasan
talak terkesan sangat parsial dan belum menggambarkan rumusan
talak yang padu. Hal ini diperparah lagi dengan adanya sebagian
ulama mazhab yang cenderung mengikuti beberapa penafsiran yang
masih terpengaruh dengan adat masyarakat Arab masa Jahiliyah,
yang sebetulnya ingin ditinggalkan Al-Quran, seperti penafsiran
dargjah yang dimaknai sebagai hak mutlak suami dalam penjatuhan
talak dan gawwamah yang dimaknai sebagai superioritas laki-laki
atas perempuan. Hal ini menyebabkan pembaharuan yang dilakukan
Al-Quran menjadi melenceng atau paling kurang terhenti.

Merumuskan prinsip-prinsip talak sangat penting karena prinsip-
prinsip ini dapat menjadi landasan dasar dan acuan dalam menetapkan
hukum-hukum kongkret (al-ahkam al-fariyyah) yang saling terhubung,
konsisten dan tidak tumpang tindih antara satu bagian dengan
bagian yang lain. Adapun cara merumuskan prinsip-prinsip tersebut
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adalah dengan menghimpun ayat-ayat tentang talak untuk kemudian
ditafsirkan dan dikaji secara tematik. Berdasarkan kajian tematik
terhadap ayat-ayat talak ditemukan ada lima prinsip yang harus
dijaga dalam penjatuhan talak: yang pertama, prinsip maslahat,
kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan, ketiga, prinsip musyawarah,
keempat, prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan kelima
prinsip tadarruj. Mengacu kepada prinsip-prinsip talak di atas dapat
dipahami bahwa keputusan talak harus dilatarbelakangi oleh kondisi
mendesak yang berbasis pada nilai-nilai maslahat dan keadilan.
Kemaslahatan dan keadilan dalam talak dimaksudkan tidak terjadi
talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan adanya jaminan
untuk terpenuhinya hak-hak masing-masing suami istri selama proses
talak berlangsung. Menurut penulis minimal ada enam indikator
talak yang dinilai dapat mendatangkan kemaslahatan: a) Keputusan
talak diambil karena ada alasan dan sebab yang jelas. b) Talak
dilakukan secara sadar dan kondisi jiwa yang stabil. ¢) Keputusan
talak diambil setelah melakukan semua usaha perbaikan secara
maksimal dan prosedural. d) Keputusan talak tidak dilakukan secara
sepihak tapi merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dengan
melibatkan istri dan pihak lain yang dinilai dapat memberikan
solusi terbaik. e) Talak itu dilakukan secara bertahap (tidak sekaligus).
f) Keputusan talak tersebut diyakini dapat meminimalisir kemudaratan.

Istri mempunyai hak dan kewenangan yang seimbang dengan suami
dalam proses penjatuhan talak. Ia memiliki kewenangan untuk
mengajukan talak dan juga memiliki hak suara (berpendapat) dalam
pengambilan keputusan talak. Keputusan talak harus berdasarkan
kesepakatan bersama suami istri karena talak merupakan sebuah
akad yang keabsahannya membutuhkan persetujuan kedua belah
pihak. Jika dalam akad pernikahan diperlukan persetujuan suami
istri maka untuk mengakhirinya juga dibutuhkan persetujuan keduanya
berdasarkan ketentuan dasar akad yang bersifat al-luzam (mengikat).
Penetapan syarat kesepakatan untuk sahnya talak ini selain didukung
oleh dalil-dalil Al-Quran seperti QS al-Nisa™ (4): 35, QS al-Talaq (65):
6, QS Al-Ahzab (33): 28 dan hadis juga sejalan dengan prinsip-
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prinsip talak khususnya prinsip maslahat dan keadilan. Ditinjau dari
sisi maslahat, minimal ada dua manfaat utama dari disyaratkannya
kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan talak: Pertama,
untuk mengantisipasi terjadinya perceraian, karena disyaratkannya
kesepakatan membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk saling
bertemu dan berdialog, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana
konfirmasi dan evaluasi (perbaikan diri) terkait kemelut yang
menyelimuti rumah tangga mereka. Boleh jadi yang menjadi motif
perceraian atau penyebab terjadinya ketidakharmonisanan di antara
keduanya hanya faktor kesalahpahaman atau hanya berupa kesalahan
sepele yang masih dapat diperbaiki dan dimaafkan. Dengan demikian
diharapkan perceraian dapat dihindari sebagaimana spirit yang
diinginkan Al-Quran. Kedua, untuk meminimalisir dampak negatif
dari perceraian, seperti goncangan jiwa bagi istri yang diceraikan dan
timbulnya permusuhan yang tidak hanya melibatkan suami istri
tetapi juga meluas pada keluarga besar termasuk anak-anak mereka.
Sedangkan ditinjau dari sisi keadilan, adanya syarat kesepakatan
ini akan menempatkan suami istri pada posisi yang setara dimana
persetujuan dari masing-masing pihak menjadi unsur penting untuk
keabsahan sebuah perceraian. Sebagaimana khuluk (perceraian
atas inisiatif istri) memerlukan persetujuan suami begitu juga dengan
talak (perceraian atas inisiatif suami) juga memerlukan persetujuan
istri. Adapun kekhawatiran sebagian pihak yang menganggap
disyaratkannya kesepakatan untuk sahnya perceraian tidak masuk
akal karena tidak akan pernah ada penyelesaian, dimana salah satu
pasangan akan menghendaki perpisahan, sementara pasangan satunya
tidak menghendakinya menurut penulis dapat diantisipasi dengan
menyerahkan urusan tersebut kepada hakim untuk mendapatkan
solusi yang terbaik berupa keputusan yang lebih adil dan membawa
kemaslahatan bagi keduanya.
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